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Park and Ride



I.



PENDAHULUAN



Sudut pandang perencanaan yang dituangkan oleh dokumen perencanaan harus lebih Rail Based inovatif dibandingkan perencanaan sebelumnya. Periode 2015-2019 adalah masa dimana Bustransportasi Rapid Mass Transituntuk mengatasi defisit, gap, harus dibangun dengan cepat, masif, dan radikal Fasilitas Transit bottlenecking, dan total gridlock. Trayektorinya harus non-linier, dan kalau Pejalan Kaki perlu eksponensial. Doing business as usual is simply obsolete (Dikun, 2013). (trotoar) Fasilitas 4 Pesepeda



“Transportasi Perkotaan” harus diangkat dalam RPJMN 2015-2019, sebagai elemen utama dan menjadi isyu strategis dalam konteks transportasi secara makro. Saat ini tren perputaran ekonomi suatu bangsa masih berpusat di area perkotaan. Mobilitas perkotaan menjadi nadi utama dan bila tidak menjadi pusat perhatian pemerintah maka dampak kerugian yang disebabkan akan semakin luas. Backgorund Paper RPJMN 2015-2019 ini akan mengangkat 5 isyu transportasi perkotaan, disertai dengan fokus arah kebijakannya. Dampak fiskal terhadap 5 arah kebijakan Infrastruktur transportasi perkotaan ini masih menjadi tantangan, seputar hal kebutuhan dan ketersediaan dana serta bagaimana opsi peluang untuk memenuhi gap. Creative financing mau tidak mau menjadi salah satu opsi penting RPJMN, dan harus dikembangkan untuk perencanaan transportasi perkotaan hingga 5 tahun kedepan. Secara umum, tujuan penyusunan Background Paper RPJMN 2015-2019 ini adalah: 1. Membantu melakukan diagnosa terjadinya hambatan dalam kebijakan dan strategi dalam transportasi perkotaan di Indonesia. 2. Menyampaikan sorotan beban tantangan sektor transportasi dalam lingkup perkotaan- sebagai sektor kritis yang dihadapi Indonesia dalam jangka panjang (sampai 25 tahun) 3. Mengidentifikasi faktor kunci perubahan dalam kebijakan transportasi perkotaan dan menjelaskan strategi yang diperlukan untuk mengatasi tantangan tersebut pada jangka menengah. 4. Berdasarkan kajian atas dampak penerapan kebijakan dan strategi yang diusulkan, menyampaikan prioritas langkah-langkah di bidang transportasi perkotaan yang diperlukan untuk periode 2015-2019. 5. Membantu Bappenas dalam menyusun dokumen strategi RPJMN sektor transportasi perkotaan dalam laporan Background RPJMN yang akan dilanjutkan dengan Kajian Teknokratik sebagai masukan bagi Presiden yang akan datang.



II.



TANTANGAN



a. Permasalahan Umum Agar perkotaan di Indonesia dapat mewujud sebagai kota-kota berstandar internasional, peran infrastruktur menjadi sangat penting. Selama kurun 5 tahun ke depan, peran sistem transportasi bukan saja akan menjadi akselerator pertumbuhan ekonomi, intensifikasi aksesibilitas ke seluruh bagian kota dan integrator pusat-pusat kegiatan masyarakat, tetapi sekaligus meningkatkan taraf hidup, mengurangi kesenjangan sosial dan mengurangi hambatan diskontinuitas dan mendorong partisipasi publik yang lebih luas. Kecenderungan urbanisasi di Indonesia terus meningkat, dipengaruhi tekanan pertumbuhan migrasi penduduk dan reklasifikasi perdesaan menyebabkan degradasi kualitas infrastruktur perkotaan. Jumlah penduduk perkotaan di Indonesia pada tahun 2012 diperkirakan mencapai 129,6 juta. Jumlah ini merupakan 54% dari total penduduk Indonesia. Jumlah ini juga berarti peningkatan dari Sensus Penduduk 2010 sebanyak 118,3 juta. Diperkirakan setiap tahun penduduk kota bertambah 5,65 juta orang atau 15.479 orang per hari. Tahun 2025 Kementerian Dalam Negeri memperkirakan sebanyak 65% penduduk akan menghuni 5



perkotaan terutama di 16 kota besar yang ada di Indonesia. Kota juga merupakan pusat peredaran ekonomi nasional. ADB memperkirakan 80% pertumbuhan ekonomi baru di Asia berasal dari wilayah perkotaan karena posisinya sebagai pusat konsentrasi pekerja dan lapangan kerja. Tabel II-1Karakteristik Perjalanan Kota-kota Indonesia dalam Penyandingan



Indonesia



Kota-kota Asia 1



Kota-kota Eropa 1



Kota-kota Amerika 1



286



158



568



560



318



168



444



489



-



-



12



23



250



397



2.178



320



12



-



27



5,8



23



635



276



18



6.889



19.0002



20.5003



23.1304



6.967



17.218



55.807



Kepemilikan Mobil Pribadi (per 1.000 penduduk)



Kepemilikan Kendaraan Total (per 1.000 penduduk)



Panjang Jalan per Penduduk (meter persegi jalan per penduduk)



Kepadatan Jalan (meter persegi jalan per luas wilayah)



Peran NMT (%) (pejalan kaki+ pesepeda+ NMT lainnya)



Peran Angkutan Umum (%) (terhadap perjalanan orang- km)



Penggunaan Mobil per Tahun (km per kapita per tahun)



Pemakaian Energi per Penduduk (energy per capita (Juta Btu)



Sumber: 1)The Asian Include in this average are: China, Taipei, India, Malaysia, Pakistan, Thailand. The Eropean include: Switzerland, Germany, Spain, France, Netherlands. The American: Canada, US, Mexico. 2) Bicycling and walking benchmark US 3) Singapore Land Transport Statistic 2012. 4) Switzerland Mobility and Transport Federal Statistical Office 2013, 5) Singapore, LTA Master Plan, 6) Paris, Enquête globale de transport



Tekanan akibat tingginya urbanisasi akan menyebabkan beban mobilitas perkotaan. Jumlah kendaraan di Asia bertumbuh dua kali lipat dalam kurun 5-7 tahun disamping mengakibatkan pemadatan penduduk perkotaan (urban densification). Kota Jakarta, Bangkok dan Seoul adalah kota dengan laju pertumbuhan motorisasi tertinggi di Asia (Gambar II.1), namun berbeda dengan kota lain, Jakarta sangat diwarnai oleh penggunaan sepeda motor yang tinggi. Kemacetan di perkotaan telah menyedot tingkat pemborosan sampai 2-5% dari PDB negara-negara Asia, karena hilangnya waktu produktif dan tingginya biaya transportasi yang harus ditanggung (ADB, 2013).



Sumber: Archarya (2007) dalam Prayudyanto (2010)
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Gambar II-1 Motorisasi Perkotaan di Jakarta (kiri), Kepemilikan Sepeda Motor (kanan)



Lesson learned dari kota-kota di Asia memberikan gambaran bahwa pembangunan jalan baru di perkotaan tidak bisa diharapkan sebagai solusi efektif, karena justru mengarah pada pembelian lebih banyak untuk kendaraan pribadi, yang akhirnya mengarah kepada penambahan beban jaringan jalan. Negara-negara berkembang seperti Indonesia masih menghadapi kesenjangan infrastruktur transportasi yang besar . Namun, ada lebih dari satu cara untuk menjangkau celah ini : angkutan umum rendah emisi (low emission public transport) atau sistem yang menggantungkan pada kendaraan pribadi (car dependent). Jika model pengembangan angkutan umum dipilih sebagai bagian utama dari struktur transportasi perkotaan, tidak ada terjadi trade-off antara sektor transportasi rendah emisi dengan pertumbuhan yang cepat. Hong Kong adalah contoh dari sebuah metropolis yang telah mempertahankan mobilitas tinggi dengan menggabungkan berbagai moda angkutan umum daripada berkonsentrasi hanya pada sektor jalan. Pada tahun 1985, kepemilikan kendaraan telah dibelah dua melalui integrasi pembangunan jalan, transportasi massal, dan manajemen permintaan, dengan taksi yang membentuk 10 persen dari mobil penumpang . Sistem multimodal ini secara drastis mengurangi waktu perjalanan tanpa membuat kota kehilangan daya tarik untuk bisnis. Tekanan penggunaan kendaraan pribadi tidak diimbang optimasi pelayanan angkutan umum yang baik. Modal split kota-kota di Indonesia masih didominasi oleh kendaraan pribadi (Gambar II.2). Modal Split Perkotaan di Asia Tokyo (2009)
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Beijing (2011) 2
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Sumber: Tusk-JICA (2013)



Gambar II-2 Modal Split Kota-kota di Asia



Akibat tekanan dan ketidakseimbangan perjalanan, kota-kota mendistorsi pelayanan dengan suguhan kemacetan sepanjang hari (Gambar II.3).
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Gambar II-3 Kemacetan kota-kota di Asia: a. India, b. China, c. Indonesia



b. Isyu Strategis Infrastruktur Meskipun peran infrastruktur perkotaan sangat penting, beberapa isu-isu strategis dan agenda ekonomi besar menghadang pembangunan transportasi Indonesia kedepan. Selain akibat tertundanya penyelesaian agenda lama karena berbagai sudut kepentingan (pending matters) namun juga diakibatkan oleh inisiatif baru pemerintah yang belum sempat terlaksanakan. Pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur yang direncanakan oleh pemerintah masih perlu ditingkatkan. Global Competitiveness Index (GCI) dalam laporan yang diterbitkan oleh World Economic Forum menyatakan bahwa infrastruktur di Indonesia sedikit membaik, yang ditunjukkan dari peringkat Indonesia naik 12 tempat mencapai nomor 38 dengan indeks 4,53 setelah turun selama tiga tahun berturut-turut. Meskipun demikian, kondisi infrastruktur Indonesia saat ini masih jauh dari ideal yang dapat mendukung perubahan besar tersebut. Ini adalah isu-isu strategis nasional yang harus dipertimbangkan sebaik-baiknya dan sesungguh-sunguhnya dalam pembuatan RPJMN III. Standarisasi kualitas dan kuantitas infrastruktur transportasi perkotaan Indonesia yang masih rendah baik di Asia maupun internasional, akan mengurangi secara drastis harapan mencapai pertumbuhan ekonomi sebagai macan ekonomi Asia Pasifik. Isyu strategis infrastruktur tidak semata berdiri sendiri tetapi dipengaruhi erat oleh faktor lainnya, antara lain faktor birokrasi, faktor keuangan dan faktor kualitas manajemen teknis. b.1. Faktor Birokrasi a. Ritme birokrasi yang rutin dan datar tidak dapat menghadapi tantangan besar ini. Diperlukan perubahan eksponensial, pendekatan inkonvensional, out-of-the-box, dan profesional. b. Keberpihakan pemerintah harus ditingkatkan dan masyarakat harus diberikan fasilitas sebaik-baiknya sebagai mitra kerja pembangunan yang sangat potensial mempercepat terbangunnya proyek-proyek infrastruktur transportasi. Pemerintah tidak bisa lagi menjadi wasit tetapi harus turun menjadi pelari yang membimbing kota agar bisa berperan lebih aktif, memberikan stimulus fiskal dan non fiskal serta memberikan punish and reward bagi peran serta sistem transportasi perkotaan agar lebih berkelanjutan. c. Kebocoran anggaran harus dihilangkan. Selain menekankan pada kualitas pengadaan barang dan jasa, harus ada tindakan tegas dan cepat bagi sistem birokrasi apabila terbukti melakukan pemyimpangan anggaran. Termasuk didalamnya adalah sistem 8



pungutan liar dalam mekanisme pentaripan barang dan jasa transportasi, baik di pelabuhan, bandara, terminal, stasiun maupun tempat parkir. b.2. Faktor Keuangan a. Target besar yang diharapkan untuk masuk menjadi negara dengan pendapatan menengah pada akhir RPJMN (2025) dengan pendapatan per kapita sekitar $ 14,000 (setara Rp. 140 juta/orang/tahun). Untuk mencapai kondisi tersebut dibutuhkan pertumbuhan sebesar 12% per tahun (7-8% diatas tingkat inflasi rata-rata per tahun). Menguatnya mata uang dollar, menipisnya cadangan minyak bumi dan ketergantungan yang tinggi terhadap ekonomi global yang sedang rawan menyebabkan nilai tukar rupiah akhir 2013 semakin melemah bahkan sampai terdevaluasi sekitar 20% per tahun yang berakibat pada lemahnya daya saing ekonomi global produk nasional. b. Postur anggaran yang menekankan pada belanja birokrasi sehingga lebih dari Rp. 900 trilyun, merupakan lebih dari 50% anggaran APBN Perubahan 2013, mengakibatkan birokrasi menjadi cost centre. c. Ketergantungan yang masih tinggi dari pembangunan infrastruktur kota terhadap anggaran pusat, menyebabkan pemerintah masih harus memberikan bantuan stimulus fiskal dan non fiskal kepada daerah. b.3. Faktor Manajemen Teknis a. Konektivitas antar kota dan wilayah masih sangat lemah. Kota sebagai pusat penggerak ekonomi nasional belum secara efisien mendistribusikan perekonomiannya ke wilayah sekitar aglomerasinya, menyebabkan kesenjangan antara kota dan wilayah penyangganya. b. Peran angkutan massal yang masih menjadi pelengkap, bukan menjadi solusi pemecahan masalah kemacetan lalu-lintas perkotaan. Dengan jumlah dan pertumbuhan kendaraan bermotor yang eksponensial, tekanan pelayanan jasa transportasi yang cepat dan aman menjadi jauh dari realitas. c. Kerja sama antar sektor yang masih lemah. Peran infrastruktur sering terganjal karena lemahnya koordinasi dan kerja sama antar sektor dan antar pusat-daerah. d. Rendahnya peran sektor swasta. Sektor swasta belum masuk ke dalam investasi sektor transportasi kecuali di jalan tol.



III.



SASARAN PEMBANGUNAN TRANSPORTASI PERKOTAAN a. Tantangan dan Sasaran Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pendapatan



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 bahwa visi Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 adalah Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Kemandirian adalah inti dari kemerdekaan, yaitu hak setiap negara untuk mengejar takdirnya dan memutuskan apa 9



yang terbaik bagi rakyatnya. Oleh karena itu, pembangunan adalah upaya untuk memperluas lingkup kemandirian dan mengurangi kendala tersebut. Sebuah negara yang mandiri adalah sebuah negara mampu berdiri setinggi dan sejajar dengan bangsa lain dengan mengandalkan terutama pada kekuatan dan kemampuan sendiri. Maka dari itu, untuk membangun kemandirian, kemajuan ekonomi merupakan sebuah syarat yang dibutuhkan. Tingkat kemajuan suatu bangsa diukur dengan berbagai indikator. Kemajuan suatu bangsa kerap diukur dari tingkat kesejahteraan tercermin dalam tingkat pendapatan dan distribusinya. Pendapatan rata-rata tinggi dan kesetaraan yang lebih baik adalah kunci dari kemakmuran dan kemajuan. Selain memiliki berbagai indikator sosial - ekonomi, negaranegara maju juga memiliki sistem dan institusi politik yang kuat, termasuk sistem peradilan. Lembaga politik dan sosial telah berfungsi berdasarkan aturan dan konstitusi yang diterima secara umum yang telah dibentuk oleh persetujuan rakyat. Negara maju juga dicirikan secara nyata oleh partisipasi masyarakat terhadap semua aspek penting dari kehidupan, baik ekonomi, sosial, politik, pertahanan dan keamanan. Target kedua dalam RPJPN adalah "Menuju bangsa yang kompetitif". Daya saing bertujuan untuk memajukan pengembangan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan. Membangun infrastruktur maju dan mereformasi hukum dan aparatur negara, serta memperkuat ekonomi masing-masing daerah berdasarkan keunggulan dalam negeri dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan jasa, termasuk jasa dalam negeri. Target RPJPN akan dicapai secara bertahap dari empat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, masing-masing dalam periode lima tahun. Prioritas utama dan strategi RPJMN masing-masing secara singkat sebagai berikut: 1. RPJMN-1 (2005-2009) yang bertujuan untuk merestrukturisasi dan membangun Indonesia di semua sektor dan untuk menciptakan Indonesia yang aman dan damai, adil dan demokratis, dan meningkatkan tingkat kesejahteraan rakyat. 2. RPJMN-2 (2010-2014) ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. 3. RPJM-3 (2015-2019) ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing ekonomi atas dasar daya saing sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4 . RPJMN-4 (2020-2025) ditujukan untuk mewujudkan indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, percepatan pembangunan di berbagai sektor dengan berfokus pada struktur ekonomi yang kuat atas dasar keunggulan daya saing diberbagai bidang yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. 10



RPJMN 2010-2014 telah dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJMN 2010-2014 ) yang secara khusus menyatakan kerangka Visi Indonesia 2014 adalah : "Terwujudnya kesejahteraan, demokratis dan Indonesia berkeadilan" dengan penjelasan berikut: • Sejahtera. Realisasi peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berbasis pada keunggulan kompetitif, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya. Tujuan penting ini dikelola melalui kemajuan ilmu pengetahuan dan penguasaan teknologi. • Demokrasi. Terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang menginternalisasi nilai demokrasi, beradab, bermartabat dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab dan hak asasi manusia. • Keadilan. Realisasi pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. RPJMN 2010-2014 memiliki tiga misi Antara lain : Misi 1 : Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia yang Sejahtera Misi 2 : Memperkuat Pilar Demokrasi Misi 3 : Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional 2010-2014, ditetapkan agenda pembangunan nasional lima tahun 2010-2014, yaitu : Agenda I : Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Agenda II



: Meningkatkan Tata Pemerintahan



Agenda III



: Memperkuat Pilar Demokrasi



Agenda IV



: Penegakan Hukum dan Anti Korupsi



Agenda V



: Pembangunan yang Inklusif dan Berkeadilan



Arahan umum pertama RPJMN 2010-2014 adalah untuk perkembangan lebih lanjut menuju Indonesia sejahtera. Indonesia sejahtera tercermin dalam meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dalam bentuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengurangan kemiskinan, pengurangan pengangguran diwujudkan dengan mengandalkan program perbaikan kualitas sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur dasar, serta pelestarian dan pemeliharaan lingkungan secara berkelanjutan.
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PERTUMBUHAN EKONOMI (%)



6,5 6,25 6 5,75 5,5 5,25 5 4,75 4,5 2004



2005



2006



2007



2008



2009



2010



2011



2012



TAHUN



Sumber: BPS Gambar III-1 Pertumbuhan Ekonomi Tahunan 2004-2012 (%)



RPJMN 2010-2014 menargetkan pertumbuhan ekonomi tahunan Antara 6,3%-6,8%. Gambar III.1 memperlihatkan hanya pada tahun 2011 target berhasil dicapai dengan pertumbuhan ekonomi 6,48%. krisis hipotek sub-prime pada tahun 2009 menurunkan permintaan dari negara tujuan ekspor sehingga Indonesia hanya tumbuh 4,63% pada tahun 2009. Meskipun demikian, pertumbuhan 6,23% pada tahun 2012 menunjukkan potensi untuk peningkatatan.



Inovasi Kemajuan Bisnis



Ukuran Pasar



Institusi 7 6 5 4 3 2 1 0



Infrastruktur Lingkungan Makroekonomi Kesehatan dan Pendidikan Dasar Pendidikan Tinggi dan Pelatihan



Kesiapan Teknologi Pengembangan Pasar Keuangan



Efisiensi Pasar Barang Efisiensi Pasar pekerja



Sumber: Global Competitiveness Report 2012 Gambar III-2 Daya Saing Indonesia



Indonesia menduduki peringkat 50 pada laporan daya saing global 2012-2013 dengan masing-masing kinerja 12 pilar yang terlihat pada Gambar II.2. Indonesia (garis biru) memiliki keunggulan daya saing yang signifikan dibandingan dengan negara-negara lain dalam tahap pengembangan yang sama (garis hitam) pada empat pilar: lingkungan ekonomi 12



makro, ukuran pasar, kematangan bisnis dan inovasi. Ada tiga pilar di mana Indonesia tidak memiliki daya saing kuat pada aspeklain kesehatan, pendidikan dasar, pendidikan tinggi dan institusi. Indonesia memiliki daya saing rata-rata pada pilar infrastruktur, efisiensi pasar barang dan pengembangan pasar keuangan. Efisiensi pasar tenaga kerja merupakan salah satu pilar di mana daya saing Indonesia berada di bawah rata-rata. Lemahnya infrastruktur adalah faktor yang ketiga paling bermasalah untuk melakukan bisnis di Indonesia setelah birokrasi pemerintah dan korupsi.



b. Review Kebijakan Jangka Menengah Transportasi Perkotaan dalam RPJMN Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 merupakan salah satu target jangka panjang yang diacu oleh RPJMN 2015-2019 (Tabel 2). Tabel III-1 Target RPJMN dalam Kerangka RPJPN



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL (RPJPN) 2005-2025 Terwujudnya sistem dan jaringan transportasi nasional yang terintegrasi, multimoda, efisien dan maju sehingga dapat mendukung persatuan dan kesatuan ekonomi nasional dan mobilitas perekonomian secara efisien dan handal. RPJMN I 2005-2009



 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Indonesia ditandai dengan menurunnya angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin serta berkurangnya kesenjangan antarwilayah.  Kondisi itu dicapai dengan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui membaiknya infrastruktur.  Percepatan pembangunan infrastruktur lebih didorong melalui peningkatan peran swasta dengan meletakkan dasardasar kebijakan dan regulasi serta reformasi dan restrukturisasi kelembagaan, terutama untuk sektor transportasi.



RPJMN II 2010-2014



 Percepatan pembangunan infrastruktur dengan lebih meningkatkan kerja sama antara pemerintah dan dunia usaha.  Penataan kelembagaan ekonomi yang mendorong prakarsa masyarakat dalam kegiatan perekonomian.  Kondisi itu didukung oleh pengembangan jaringan infrastruktur transportasi.



RPJMN III 2015-2019



 Terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha.  Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang ditandai oleh berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi.



RPJMN IV 2020-2025



 Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri, pertanian, kelautan dan sumber daya alam, dan sektor jasa.  Kondisi maju dan sejahtera makin terwujud dengan terselenggaranya jaringan transportasi yang andal bagi seluruh masyarakat yang menjangkau seluruh wilayah NKRI.



Outlook target RPJMN dilakukan sebagai bagian dari proyeksi RPJMN 2015-2019. Tabel III.1 mencoba melihat outlook evaluasi kualitatif atas kebijakan RPJMN yang tekah berlalu, berdasarkan pengalaman implementasi perencanaan dan pelaksanaan di berbagai kota di Indonesia serta secara makro nasional. Tabel III-2 Review RPJMN I dan II



Jenis Perencanaan RPJP



Kata Kunci



Review untuk Urban Transport



Challenges



Sistem dan jaringan transportasi:
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Jenis Perencanaan RPJMN-I



Kata Kunci Terintegrasi, Multimoda, Efisien, Maju  Pengangguran, kemiskinan, kesenjangan menurun  Pertumbuhan ekonomi melalui perbaikan infrastruktur  Peningkatan peran swasta dan reformasi dan restrukturisasi kelembagaan sektor transportasi



Review untuk Urban Transport 











RPJMN-II



  



Kerja sama antara pemerintah dan dunia usaha Penataan kelembagaan ekonomi untuk mendorong prakarsa masyarakat Pengembangan jaringan infrastruktur transportasi



  



Pengangguran menurun (3 juta orang selama 8 tahun*), penduduk miskin menurun (7 juta orang selama 8 tahun*) namun jurang kayamiskin masih tinggi. Infrastruktur transportasi masih belum memenuhi backlog, dan belum maksimal berperan mendorong ekonomi. Sektor swasta di sektor transportasi belum berperan penting. Peran swasta dalam investasi infrastruktur transportasi sangat kecil. Kelembagaan ekonomi: Bank Infrastruktur belum terbentuk Jaringan infrastruktur transportasi di perkotaan berkembang



Challenges 















Target RPJMN I belum tercapai dan harus dibebankan pada RPJMN II Meski demikian, pemerintah telah meletakkan regulasi sektor transportasi yg menekankan peran pemerintah lebih signifikan (UU LLAJ, UU KA, UU Udara, UU Laut) Pemerintah telah menyusun regulasi (spt. PP Angkutan Multimoda) tetapi belum efektif. Target RPJMN II belum tercapai, dan dibebankan pada RPJMN III



Sumber: Data dan Informasi Kinerja Pembangunan 2004-2012.



Pertanyaan yang mengemuka dari telaah keberhasilan/ kegagalan RPJMN tersebut adalah: a. Peran pemerintah dalam pengembangan infrastruktur transportasi apakah kedepan akan dilibatkan atau memilih peran sebagai regulator semata? Sesuai tugas pemerintah untuk meningkatkan aksesibilitas dan mendorong mobilitas antar dan intra wilayah, maka peran transportasi perkotaan harus lebih jelas dimunculkan. Apakah RPJMN yang akan datang akan mengakomodasikan peran tersebut? b. Sejauh mana efektifitas koordinasi sektor transportasi dengan sektor lain? Kasus industri mobil murah, rendahnya pelayanan transportasi bagi kota penyangga metropolitan, adalah sebagian masalah yang menunjukkan lemahnya integrasi sektor transportasi dengan sektor lainnya. c. Angkutan umum perkotaan yang terus mengalami degradasi peran. Cadangan energi yang semakin menipis. Pertumbuhan kendaraan pribadi yang tidak terkendali. Sejauh mana target perbaikan angkutan umum yang perlu diangkat untuk dikembangkan kedepan? d. Apa kebijakan transportasi perkotaan sudah menyentuh kelancaran sistem logistik dan distribusi barang, mengingat transportasi perkotaan adalah bagian penting dari sistem logistik nasional? e. Apakah Sumber Daya Manusia sektor transportasi cukup mampu menghadapi perubahan konstelasi sistem dan jaringan transportasi yang maju, berkembang dan efisien? Latar belakang pertimbangan yang dijadikan masukan dalam perencanaan kebijakan RPJMN III adalah: 14



a. Stabilitas ekonomi nasional. Ekonomi periode RPJMN II sebagaimana ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi, PMTB, cadangan devisa dan investasi langsung menggambarkan stabilitas dan kenaikan kemampuan anggaran pemerintah. Kemampuan ini diwujudkan dengan peningkatan peran untuk sektor transportasi, khususnya transportasi perkotaan.



Sumber: Data dan Info Kinerja Pembangunan 2004-2012



Gambar III-3 Pertumbuhan Ekonomi dan Cadangan Devisa Nasional



b. Stabilitas Indonesia dalam konteks negara-negara ASEAN ditunjukkan dengan tingginya peran ASEAN dalam neraca perdagangan di Asia dan regional. “ASEAN countries



currently supply 15% of total output in developing Asia and 25% of the region’s total trade. Robust domestic demand is a key reason for the region’s resilience under the recent crisis”. Kelebihan Indonesia dengan pasar konsumsi domestik yang sangat tinggi memberikan keuntungan sehingga lebih tahan terhadap krisis. “ Countries with large domestic consumer markets, like Indonesia, managed to weather the crisis well by relying on domestic demand”. Meskipun demikian posisi Indonesia belum dianggap cukup tinggi dalam peringkat perekonomian. “Malaysia and Thailand are now categorized as upper-middle income countries, while Indonesia, the Philippines, Viet Nam, and the Lao People’s Democratic Republic are lower-middle income.”
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Sumber: ADB, 2013



Gambar III-4 Perekonomian Indonesia dalam Konteks Asia Tenggara



c.



Keterbatasan Energi. Menurunnya cadangan energi fosil di Indonesia dan tingginya pertumbuhan kendaraan pribadi memaksa perkotaan mengubah kebijakan yang lebih ramah lingkungan. “Motor vehicles are responsible for 23% of energy-related carbon dioxide emissions (IEA 2010a)”. Pengembangan BBG (bahan bakar gas) akan mengurangi emisi udara. “Using natural gas for transport can play an important role in reducing



these emissions. Compressed or liquefied natural gas can power transport by land, sea, or air. The benefits of using natural gas range from immediate cost, noise, and emissions reduction to longer-term improvements in local air quality and energy security”. Tingkat penurunan emisi udara dengan pemanfaatan BBG dapat dilakukan terhadap kendaraan bermotor penumpang bus, mobil pribadi serta truk. “Studies



Gambar III-5 Subsidi BBM terhadap PDB



show emissions reduction in carbon dioxide equivalent averaging 25% when CNG replaces gasoline in passenger cars and light commercial vehicles. In more heavily used vehicles
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such as buses and trucks, CNG offers even more significant emissions reduction (IEA 2010b)”.



Gambar III-6 Pertumbuhan Kendaraan Bermotor



d. Keterbatasan kapasitas fiskal kota bagi pendanaan infrastruktur perkotaan. Keterbatasan anggaran pembaiyaan disebabkan karena: a. Ketidakstabilan ekonomi perkotaan, yang ditunjukkan dari fluktuasi pertumbuhan ekonomi, dan b. Rendahnya investasi sektor swasta dalam pembangunan transportasi perkotaan. Laporan Kinerja Pembangunan 2004-2012 menunjukkan ketidalstabilan pertumbuhan ekonomi perkotaan, khususnya kota kecil dan sedang dibandingkan kota metropolitan dan kota besar. Rendahnya keinginan sektor dunia usaha termasuk swasta dalam investasi sektor transportasi menggambarkan daya tarik sektor ini relatif rendah dibandingkan sektor yang lain seperti energi dan telekomunikasi.



Gambar III-7 Pertumbuhan Ekonomi Perkotaan dan Investasi Sektor Swasta



e. Kotornya udara perkotaan. Transportasi merupakan penyumbang terbesar sehingga tekanan untuk melakukan perbaikan udara kota harus menyentuh penyebabnya langsung, dan transportasi tidak bisa untuk dielakkan. Hampir sebagaian kota besar didunia telah gagal mengeksukusi pencemaran kota (Tabel III.3).
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Tabel III-3 Polusi Udara Perkotaan



PM10



SO2



NO2



(g/m )



(g/m )



(g/m )



WHO Air Quality Guidelines



20



20



40



Beijing



89



90



122



Delhi



150



24



41



Tokyo



40



18



68



Seoul



41



44



60



Mexico City



51



74



130



Bangkok



79



11



23



London



21



25



77



New York



21



26



79



Paris



11



14



57



Shanghai



73



53



73



Santiago



61



29



81



Sao Paulo



40



43



83



Kota-kota



3



3



3



Source: World Bank, 2009



Berdasarkan atas evaluasi RPJMN I dan II maka untuk RPJMN III diperlukan penajaman tentang sasaran kebijakan atau interpretasi kebijakan yang lebih sesuai dengan harapan RPJPN. Tabel III-4 Penyandingan Kebijakan dan Masukan RPJMN III



Kebijakan RPJMN III Eksisting



Masukan Kebijakan RPJMN III -Urban Transport-







Kerja sama pemerintah dan dunia usaha sudah mantap











Kesesuaian dengan tata ruang











Jaringan infrastruktur transportasi sudah berkembang















Relevansi RELEVANSI DENGAN RPJPN 2025



Peningkatan peran pemerintah dan iklim usaha yang mempercepat perbaikan pelayanan transportasi perkotaan. Keterpaduan kebijakan sektor transportasi dengan tata ruang, industri, sosial, teknologi, lingkungan dan penegakan hukum. Pengembangan sistem transportasi massal dan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi dengan target menurunkan konsumsi bahan bakar dan polusi lingkungan. Transportasi maju berbasis multimoda mendukung logistik distribusi barang.







Sistem dan jaringan transportasi: Efektif







Sistem dan jaringan transportasi: Terintegrasi







Sistem dan jaringan transportasi yang Efisien







Sistem dan jaringan transportasi yang Maju



Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia.







Sistem dan jaringan transportasi yang Terintegrasi
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Penegasan terhadap tekanan pembangunan transportasi perkotaan pada RPJMN III selanjutnya menjadi kebijakan startegis adalah: 1. Peningkatan peran pemerintah dan iklim usaha yang mempercepat perbaikan pelayanan transportasi perkotaan. 2. Keterpaduan kebijakan sektor transportasi dengan tata ruang, industri, sosial, teknologi, lingkungan dan penegakan hukum. 3. Pengembangan sistem transportasi massal dan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi dengan target menurunkan konsumsi bahan bakar dan polusi lingkungan. 4. Transportasi maju berbasis multimoda mendukung logistik distribusi barang. 5. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia.



c. Peran Modalitas Sistem Transportasi Perkotaan Jumlah perjalanan perkotaan meningkat dengan pertambahan jumlah penduduk dan kemampuan daya beli yang tercermin dalam pendapatan per kapita (Gambar III.8). Jumlah kendaraan di perkotaan dan perjalanannya diperkirakan dalam Tabel III.1.



Gambar III-8 Hubungan Pendapatan dan Mobilitas
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Tabel III-5 Perkiraan Karakteristik Perjalanan Perkotaan



Jumlah Penduduk (juta)



Jumlah Kendaraan (juta) Jumlah Perjalanan (miliar-km/tahun)



Konsumsi Bahan Bakar (juta liter)



Tahun



Nasional



Perkotaan



2012 2015 2019



240,4 249,2 261,0



103,1 147,8 166,8



2012 2015 2019 2012 2015 2019 2012 2015 2019



89,5 106,1 132,9 373,8 419,6 488,9 21,2 (BS), 11,0 (D) 23,9 (BS), 12,8 (D) 27,9 (BS), 15,6 (D)



53,9 59,9 69,1



Keterangan: M=mobil, SM=sepeda motor, B=bus, T+truk, BS=bensin, D=diesel/solar.



Perkembangan jumlah kota selama tahun 2013 sampai dengan akhir RPJMN III diperkirakan akan mencapai komposisi:



Tabel III-6 Komposisi Kota



Kota Metropolitan Besar Sedang Kecil



Penduduk



2013



2019



> 1.000.000 500.000-1.000.000 100.000-500.000 < 100.000



11 16 51 250



17 12 50 250
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Tabel III-7 Klasifikasi Kota Tahun 2019 (Prediksi)



Kota Metropolitan > 3 Juta   



Jakarta Bekasi Medan



                



Kota Besar



Kota Sedang



> 1 Juta



500 Ribu – 1 Juta



100 Ribu – 500 Ribu



Jakarta Bekasi Medan Surabaya Bandung Denpasar Tanggerang Tanggerang Selatan Bogor Depok Semarang Samarinda Batam Bandar Lampung Pekanbaru Makassar Palembang



           



Serang Jambi Cimahi Tasikmalaya Surakarta Malang Pontianak Banjarmasin Balikpapan Ambon Kupang Padang



                        



Banda Aceh Langsa Lhokseumawe Cilegon Bengkulu Gorontalo Sungai Penuh Banjar Cirebon Sukabumi Magelang Pekalongan Salatiga Tegal Batu Blitar Kediri Madiun Mojokerto Pasuruan Probolinggo Singkawang Banjar Baru Palangka Raya Bontang



                        



Jayapura Sorong Dumai Pare-Pare Palu Bau-Bau Bitung Kotamobagu Manado Tomohon Bukit Tinggi Payakumbuh Lubuk Linggau Pagar Alam Prabumulih Binjai Gunung Sitoli Padang Sidempuan Pematang Siantar Tanjung Balai Tebing Tinggi Yogyakarta Metro Tanjung Pinang Pangkal Pinang



Peran Angkutan Umum di perkotaan secara agregat masih sangat rendah dan cenderung menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012, peran angkutan umum mencapai 4,7%27,2%, menunjukkan kehilangan pamornya di kalangan pengguna jalan. Tabel III-8 Modal Split Perkotaan 2012



Jenis Kota Metropolitan Besar Sedang Kecil



% Mobil



% Bus



% Spd Motor



19,8 20,0 15,3 tad



27,2 7,0 4,7 tad



53,0 73,0 79,6 tad



Angkutan umum berbasis rel didukung (Urban Rail, MRT) dengan berbasis jalan (BRT, bus, minibus, angkot,dll) merupakan tulang punggung sistem transportasi perkotaan masa datang, dengan perkiraan share tahun 2030 sebesar 45%. Pada akhir RPJMN III, peran angkutan umum ditargetkan mencapai 32%, atau tumbuh 1% per tahun sejak awal RPJMN III, tahun 2015. Begitu juga pejalan kaki yang diakomodir dalam fasilitas prasarana NMT (non motorised transport) akan meningkat seiring dengan penyediaan fasilitas pejalan kaki,
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sepeda dan angkutan tidak bermotor di perkotaan serta budaya hidup sehat, dimana share NMT akan meningkat menjadi 25% atau 2 kali lipat sejak tahun 2010. Peran angkutan umum dalam kota-kota negara berkembang di dunia dapat diuji dalam prioritas penanganan dalam konteks perannya sebagai ujung tombak modalitas transportasi perkotaan, sebagaimana dilihat pada tabel III.10.



Gambar III-9 Target Modal Split RPJMN III



Peran angkutan umum yang diharapkan meningkat sekitar 20% didukung dengan berbagai moda secara terpadu, mencakup MRT +5%, BRT +7%, KA Perkotaan +7%, Taksi +6%, Bus Reguler +2%, Angkot -5%, Angkutan Lingkungan +3%. Secara agregat mengalami peningkatan sebanyak +5% menjadi 32% pada tahun 2019. Angkutan tidak bermotor juga diharapkan meningkat 5% dari tahun 2010, dengan pertumbuhan +3% tahun 2015 dan tumbuh 2% dari 2015 ke 2019.



d. Isyu Utama Pembangunan Transportasi Perkotaan Lima buah isyu sentral bagi sistem tarnsportasi perkotaan dijelaskan dalam Tabel III.9. Tabel III-9 Isyu Transportasi Perkotaan



Sasaran 1



Interaksi Transport dan Tata Guna Lahan



2



Mobilitas Perkotaan



Fokus Arah Kebijakan Perbaikan Akses Angkutan Umum melalui kebijakan beorientasi Tata Guna Lahan, TOD (Transit Oriented Development), P&R (Park and Ride), TIC (Traffic Impact Control) Perbaikan sistem manajemen Terminal Angkutan Umum Pengembangan Infrastruktur Transportasi Perkotaan (Jaringan Jalan dan Multimoda) Perbaikan Efisiensi Operasi dan Pelayanan Angkutan Barang Perbaikan Sistem Transportasi Angkutan Umum 22



3



Pengurangan Kemacetan Perkotaan



4



Pengendalian Dampak Lingkungan Keselamatan Jalan Perkotaan
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Perbaikan Manajemen dengan Penerapan TDM (Transportation Demand Management) Pengurangan kemacetan lalu-lintas melalui TSM (Transportation Supply Management) Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca Perbaikan Kualitas Udara (Lokal) Pengurangan Polusi Suara Faktor Infrastruktur Faktor Manusia



Matriks Evaluasi. Untuk mengevaluasi isyu transportasi perkotaan, dilakukan terhadap parameter multi kriteria, yang terdiri dari (a) aspek kelembagaan, (b) prinsip perencanaan, (c) aspek operasional, (d) aspek hukum dan (e) aspek pricing/ finansial. 



Prinsip Kelembagaan mencakup: a) Memperkuat peran/ efektivitas pemerintah (pusat dan daerah) dalam pelayanan transportasi perkotaan, b) Memperkuat koordinasi dan kerjasama antara pusat kota dan daerah-daerah pedalaman, c) Memperkuat peran sektor swasta yang kompetitif, d) BUMN diharuskan untuk mampu bersaing, dan e) Memperkuat KPJM (Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah) & pengendalian pengeluaran.



 Prinsip Perencanaan dan Investasi mencakup: a) Selaras dengan dan/atau mematuhi tujuan nasional serta mendukung pembangunan lokal / regional, b) Memaksimalkan nilai-untuk-uang (value-for-money) dari anggaran publik, c) Mendorong partisipasi masyarakat, d) Menyediakan kapasitas untuk memenuhi permintaan / mengelola permintaan dengan cara yang lebih berkelanjutan, e) Memfasilitasi investasi sektor swasta, dan f) Mempertahankan pendekatan sebelum dan sesudah munculnya dampak pembangunan perkotaan.  Prinsip Operasional mencakup: a) Berfokus pada hasil, b) Berfokus pada akuntabilitas, dan c) Tugas yang dialih-dayakan (outsourced) didasarkan pada kinerja / keluaran (output) dasar  Dasar Hukum / Peraturan mencakup: a) Memenuhi peraturan, ketentuan, dan standar nasional, b) Mengidentifikasi perbaikan peraturan, ketentuan dan standar nasional berdasarkan contoh internasional dan respon pasar lokal, dan c) Untuk angkutan umum, dasar hukum dan peraturannya akan ditinjau ulang berdasarkan kepentingan penumpang.  Dasar Pengenaan Pungutan (Pricing) mencakup: a) Infrastruktur angkutan umum harus dianggap sebagai biaya yang hilang (sunk cost) dalam sebagian besar kasus, b) Biaya operasional harus diminimalkan melalui pelaksanaan yang progresif dan efisien, 23



c) Pendapatan harus dimaksimalkan melalui keseimbangan antara biaya dan permintaan yang terjangkau oleh pihak terkait setempat, d) Besarnya pungutan harus diarahkan untuk memaksimalkan pemulihan biaya (cost recovery), dan e) Subsidi dibatasi hanya bagi layanan / fasilitas non-komersial penting.



24



Tabel III-10 Penggunaan Angkutan Massal



SISTEM Penduduk Jenis Angkutan Massal Teknologi Sarana



Panjang (km) Segregasi Vertikal



Jarak Halte (m) Capital Cost (mill.US$) Capital Cost/ Route Km Kapasitas Penumpang Kec.Rata-rata (km/jam)



NEW DELHI



BANGKOK



MEXICO CITY



KUALA LUMPUR



TUNIS



RECIFE



QUITO



BOGOTA



JAKARTA



12.565.900



9.100.000



19.028.000



1.674.600



2.385.000



3.651.000



2.239.000



7.772.000



9.588.000



Metro



Metro



Metro



LRT



LRT



Suburban Rail



BRT



BRT



BRT



Electric Steel Rail



Electric Steel Rail



Electric Rubber Tyre



Electric Driverless



Electric Steel Rail



Electric Steel Rail



AC Electric Duotrolley Bus



Articulated Diesel Bus



Articilated CNG Bus



65,1



23,1



23,7



29,0



29,7



14,3



16,2



41,0



204,0



80% elevated, 20% tunnel



100% tunnel



20% elevated, 25% tunnel



100% elevated



100% at grade



5% elevated, 95% at grade



100% at grade, simpang dengan prioritas



100% at grade, simpang dengan segregated



100% at grade, simpang dengan prioritas



900



1.000



1.100



1.300



900



1.200



400



700



600



2,349



1,700



970



1,450



435



166



110



213



818



36.0



73.6



40.9



50.0



13.3



11.6



10.3



5.2



4.0



75.000



50.000



39.300



30.000



12.000



36.000



15.000



35.000



384.000



33



45



45



50



13-20



39



20



20-30



20-30



Sumber: Loukupolous dalam Prayudyanto (2010)
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IV.



KONTEKS EKONOMI



a. Tantangan dan Sasaran Kemiskinan Target kelima RPJPN adalah menuju pembangunan merata dan berkeadilan dengan meningkatkan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan sosial dengan keberpihakan menyeluruh terhadap masyarakat lemah, kelompok dan wilayah/provinsi. Menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis, menyediakan akses yang sama bagi orang-orang dengan berbagai layanan sosial, fasilitas dan infrastruktur ekonomi, dan menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek, termasuk gender. Arahan Kebijakan Umum Ketiga RPJMN 2010-2014 adalah memperkuat dimensi keadilan di semua bidang termasuk pengurangan ketidaksetaraan pendapatan, pengurangan kesenjangan pertumbuhan antar daerah (termasuk desa-kota), dan kesenjangan gender. Keadilan hanya dapat diwujudkan ketika sistem hukum bekerja kredibel, bersih, adil dan tidak pandang bulu. Pemberantasan korupsi secara konsisten diperlukan untuk mencapai rasa keadilan dan tata pemerintahan yang baik. RPJMN 2010-2014 mentargetkan untuk mengurangi tingkat kemiskinan menjadi 8 % - 10 %. Tabel IV.1 menunjukkan bahwa Indonesia belum mencapai target tersebut dengan hanya satu tahun tersisa. Tabel IV-1 Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin 2007-2013



Indikator 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Tingkat kemiskinan (%) 16.6 15.4 14.2 13.3 12.5 12.0 11.4 Jumlah penduduk miskim 37.2 35.0 32.5 31.0 30.0 29.1 28.1 (Juta) Sumber: BPS



Penurunan yang signifikan dari tingkat kemiskinan 16,6% menjadi 11,4% dan mengeluarkan 9,1 juta orang dari kemiskinan selama 2007-2013 bukanlah prestasi kecil. Puluhan juta orang terpengaruh secara langsung dan tidak langsung. Anak-anak memiliki kehidupan yang lebih baik dan masa depan yang lebih prospektif. Namun, seperti yang ditunjukkan pada Gambar IV.1, Laju penurunan kemiskinan melambat dari melebihi 7% selama 2008-2009 menjadi kurang dari 3,5 % pada tahun 2011-13. Tanpa upaya yang signifikan untuk meningkatkan efektivitas program penanggulangan kemiskinan, akan sulit untuk menekan angka kemiskinan di bawah 10% dan bahkan sulit berat untuk menembus 8 %.
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7,8



8,0 7,2



7,1



7,0 6,3



6,0



5,9 6,0



Tingkat Kemiskinan Perubahan jumlah penduduk miskin



5,0 5,0



4,6 4,0



4,0 3,2



3,4 3,0



3,0 2008



2009



2010



2011



2012



2013



TAHUN Gambar IV-1 Perubahan Jumlah penduduk Miskin (Juta) dan tingkat Kemiskinan (%)



Fokus terlalu besar pada jumlah orang di bawah garis kemiskinan membahayakan kita untuk kehilangan pandangan dari orang yang berada di atas garis kemiskinan dengan kerentanan untuk jatuh dibawah garis kemiskinan karena gejolak eksternal seperti penyakit atau pengangguran. Seperti terlihat pada Gambar IV.2, jumlah penduduk miskin pada tahun 2012 mencapai 29 juta orang (12,3% dari populasi), tetapi sekitar 40% populasi hidup di sekitar 1,5x garis kemiskinan. Jumlah Individu (00) 2500



Poverty Line (PL) (dibawah 12,5%) 1,2 X PL (dibawah 24 persen) 1,5 X PL (dibawah 38 Persen)



2000 1500



1000 500 0 100 200 300 400 500 600 700 Konsumsi Bulanan Rumah Tangga Per Kapita (Rp. 000)



800



Sumber: World Bank (2012 Gambar IV-2 Distribusi Pengeluaran (2012)
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b. Tantangan dan Sasaran Kesenjangan RPJMN menyatakan bahwa kesenjangan merupakan hal yang tidak diinginkan tetapi dokumen tersebut tidak memasang target numerik untuk dicapai. Kalkulasi Yusuf, Summer & Rum (2013) menunjukkan bahwa kesenjangan di Indonesia telah meningkat cukup signifikan, khususnya pada dekade terakhir setelah Krisis Keuangan Asia atau era reformasi politik dan demokratisasi. Seperti yang terlihat pada Gambar IV.3, ketidaksetaraan relatif stabil pada awal dekade 90- an. Dalam sepuluh tahun sampai dengan tahun 2012, koefisien Gini dan rasio desil dispersi telah meningkat sekitar 20% dan 50%. 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25



All Indonesia



Urban



Rural



2012



2011



2010



2009



2008



2007



2006



2005



2004



2003



2002



2001



2000



1999



1998



1997



1996



1995



1994



1993



1992



1991



1990



1989



0,2 Poly. (Rural)



Sumber:: Yusuf, Sumner & Rum (2013). Gambar IV-3 Koefisien Gini 1990-2012



Kesenjangan lebih tinggi dan meningkat lebih cepat di daerah perkotaan dibandingkan dengan di pedesaan, fenomena ini cenderung meningkatkan ekslusi sosial pada kaum miskin kota. Sementara masyarakat miskin pedesaan bisa mengandalkan sektor pertanian, jaring pengaman sosial yang lebih kuat dan biaya hidup lebih rendah (terutama transportasi.), Kaum miskin kota dengan pendidikan dan keterampilan yang lebih rendah lebih sulit untuk dipekerjakan di sektor dengan nilai tambah tinggi. Biaya transportasi yang lebih mahal, dimana mencapai kantor bisa menghabiskan lebih dari 3 jam perjalanan setiap hari di angkutan umum, adalah sebuah masalah ketika terdapat kesempatan kerja yang baik di daerah dengan jarak yang cukup jauh dari tempat tinggal mereka.



c.



Infrastruktur, Pertumbuhan Ekonomi dan Penurunan Kemiskinan



Infrastruktur adalah tanda peradaban. Selama periode berburu dan pengumpul (hunter-gather), infrastruktur bukan hal yang penting. Tapi ketika manusia memasuki periode pertanian, maka jalan dan irigasi menjadi keharusan. Walaupun pada periode Mesir kuno Firaun bisa berlayar di Sungai Nil tanpa usaha konstruksi yang berarti, namun adalah jaringan jalan yang menyatukan 28



Kekaisaran Romawi di daratan Eropa selama hampir empat abad. Kekuasaan Imperium Inggris yang meliputi hampir seperlima daratan dunia pada abad 19 tidak terlepas dari kekuatan angkatan laut dan kualitas pelabuhan serta benteng yang dibangun. Jalan dan pelabuhan berfungsi tidak hanya sebagai alat keamanan (untuk menggelar pasukan selama pemberontakan), tetapi juga untuk menghubungkan antar daerah jajahan dan = memudahkan perdagangan.



Pembangunan Infrastruktur



Peraturan dan



KPS



Menci ptakan La pa ngan Kerja da n Kegiatan



Mengurangi Biaya Produksi



Memperluas Kapasitas Produksi



Menghubungkan Pasar dan Kegiatan Ekonomi



Meningkatkan Akses ke Fasilitas Kunci



Pengurangan Kemiskinan



Sumber: ADB (2012) Gambar IV-4 Infrastruktur , Pertumbuhan Ekonomi dan Penurunan Kemiskinan



ADB (2012) memetakan lima jalur bagaimana pembangunan infrastruktur dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan seperti yang ditunjukkan pada Gambar IV.4. dengan menciptakan lapangan kerja dan kegiatan ekonomi, mengurangi biaya produksi, memperluas kapasitas produksi, menghubungkan pasar dan meningkatkan akses ke fasilitas kunci. Menciptakan Lapangan Kerja dan Kegiatan Ekonomi . Pengeluaran pada infrastruktur dapat merangsang kegiatan ekonomi, dimana peningkatan peluang ekonomi tersebut lalu menciptakan lapangan kerja. Investasi infrastruktur merangsang ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja di sektor konstruksi dan manufaktur dan menghasilkan aktivitas spin-off yang cukup besar di seluruh perekonomian. Mengurangi Biaya Produksi. Infrastruktur dapat meningkatkan konektivitas (antara daerah produksi bahan baku dan daerah manufaktur ), menurunkan biaya transportasi dan mengurangi kerusakan bahan baku karena masa transportasi yang berkepanjangan. Memperluas Kapasitas Produksi. Investasi infrastruktur memperluas kemungkinan produksi dan meningkatkan kapasitas produksi ekonomi secara keseluruhan. Infrastruktur energi dan listrik pada khususnya adalah sangat untuk proses produksi modern.
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Menghubungkan Pasar dan Kegiatan Ekonomi. Perbaikan transportasi dan komunikasi meningkatkan efisiensi pasar dengan menghubungkan produsen dengan pasar yang dan fasilitas ekonomi lainnya. Infrastruktur telekomunikasi juga menyediakan alat dan informasi yang diperlukan untuk pasar bekerja lebih baik . Meningkatkan Akses terhadap Fasilitas Utama. Pembangunan infrastruktur mendorong pengurangan kemiskinan secara multidimensi dengan mencakup aspek kualitas manusia, seperti peningkatan akses ke, sekolah, kesehatan dan fasilitas sosial lainnya. Nilai Indonesia di Global Competitiveness Report 2012-2013 rendah pada aspek infrastruktur dengan kualitas infrastruktur secara keseluruhan pada hanya nomor 92 dari 144 negara yang diamati. Kualitas infrastruktur secara keseluruhan, kualitas jalan, infrastruktur kereta api, infrastruktur pelabuhan dan pasokan listrik semua memiliki nilai lebih rendah dari 4 (cukup) . Hanya infrastruktur transportasi udara yang nilainya lebih tinggi dari empat .



d. Target Infrastruktur Studi Bahattacharyay (2010) memberikan rincian kebutuhan infrastruktur untuk di Asia Timur dan Asean disajikan pada tabel IV.2 dimana sebagian besar untuk pembangkit tenaga listrik dan alokasi untuk transportasi senilai setengah triliun dolar. Tabel IV-2 Kebutuhan Infrastuktur di Asia Timur dan Asean 2010-2020 (US$ Triliun)



Sektor Energi (listrik) Telekomunikasi Transportasi Air dan Sanitasi Total



Nilai (USD Miliar) 3182,5 1593,9 524,8 171,3 5472,2



Proporsi (%) 58,2 29,1 8,6 3,1 100



Sumber: Bhattacharyay (2010)



Studi ADB dan ADBI (2009) menemukan bahwa dibutuhkan hampir 7991,7 triliun dolar untuk membangun infrastruktur di Asia 2010-2020 dengan 51 % dialokasikan untuk energi dan 31 % untuk transportasi dengan nilai hampir lima kali lipat dari estimasi Bahattacharyay. Namun estimasi ADB/ADBI memberikan bobot sangat tinggi pada jalan raya hingga mencapai 94,9 %. Sebagai gambaran, biaya konstruksi Skytrain di Bangkok mencapai USD 1,7 miliar dan dan LRT di Kuala Lumpur sebesar USD 310,5 juta. Tabel IV-3 Kebutuhan Infrastuktur di Asia Timur dan Asean 2010-2020 (US$ Triliun)



No 1 2 3 4



Moda Transportasi Bandara Pelabuhan Kereta Api Jalan TOTAL



Sarana Baru 6,6 50,3 2,7 1702,2 1761,7



Pemeliharaan & Penggantian



Total 4,7 25,5 36 638,4 705,5



11,3 75,7 38,7 2340,5 2466,1
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Gambar IV.6 menunjukkan anggaran belanja infrastruktur pada tahun 2007-2014 yang pada satu sisi menunjukkan perkembangan yang menggembirakan dengan kenaikan 215 % dari 59,8 triliun menjadi 188.4 triliun. Namun sebagian besar dana tersebut dialokasikan pada PU dan kementrian lain sehingga tidak banyak yang dialokasikan untuk transportasi apalagi transportasi perkotaan.



Gambar IV-5 Anggaran Belanja Infrastruktur 2010-2014



Adapun Gambar IV.7 menunjukkan bahwa kebutuhan pembiayaan untuk membangun infrastruktur hanya sebagian ditanggung pemerintah nasional yang berkontribusi 36,6%. Sisa 64,4% diharapkan datang dari pemerintah daerah dan sektor swasta. 600 500 400 300



523,3 407



200 100



233



0 Local Gov



Private



National Gov



Sumber: Kementerian Keuangan Gambar IV-6 Pendanaan Infrastruktur 2010-2014 (Triliun Rupiah)
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Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi, yang lebih dikenal dengan singkatan MP3EI, memiliki tiga pilar utama: mengembangkan enam koridor ekonomi, penguatan konektivitas nasional baik di dalam negeri maupun internasional, dan memperkuat kapasitas sumber daya manusia dan teknologi. Untuk mendukung tujuan tersebut, pemerintah telah meningkatkan anggaran untuk infrastruktur, dengan prioritas untuk Kawasan Timur Indonesia (KTI). Dana tambahan cukup besar bisa tersedia jika sebagian alokasi anggaran yang amat besar untuk subsidi BBM, terutama menguntungkan rumah tangga berpendapatan tinggi, dialihkan ke infrastruktur dan pembangunan sosial. Pekerjaan dimulai pada tahun 2012 pada 182 proyek infrastruktur senilai $ 650 miliar dalam program MP3EI . Pendanaan berasal dari perusahaan swasta (44 %) badan usaha milik negara (20 %), pemerintah (19 %), dan kemitraan publik-swasta (17 %). Hampir 40 % dari jumlah ini dialokasikan untuk provinsi timur. Tidak mudah untuk melakukan kalkulasi dampak pembangunan infrastruktur transportasi perkotaan pada pertumbuhan ekonomi karena banyaknya faktor yang berperan dan waktu penyesuaian. Studi yang pernah di lakukan pada pembangunan Bus Rapid Transport (BRT) di Mexico menemukan net present value positif sebesar USD 12,3 juta. Kalkulasi juga menemukan bahwa sistem BRT menghemat dua juga jam waktu perjalanan dan mengurangi polisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebanyak 280 ribu ton.



V.



KEBUTUHAN PENDANAAN



Kota-kota di Indonesia saat ini terus tumbuh dan akan terus mengalami peningkatan. Populasi penduduk yang tinggal di perkotaan semakin meningkat dibandingkan pedesaan. Tren ini akan membuat kota dengan kategori metropolitan dan besar dihantui oleh masalah kemacetan, kurangnya ruang terbuka hijau, dan kualitas udara yang buruk. Sedangkan kota kecil dan pedesaan masih dihadapi oleh kualitas inftrastruktur jalan yang minim. Disatu sisi beban lalu lintas yang sangat besar di perkotaan namun kebutuhan untuk menambah jaringan jalan sudah mencapai limit dari ketersediaan lahan. Oleh karena itu pengembangan transportasi perkotaan diarahkan untuk dapat menyediakan angkutan masal yang terintegrasi dengan berbagai moda, yang didukung oleh ruang terbuka hijau untuk memfasilitasi kebutuhan pergerakan masyarakat sehingga jumlah penggunaan kendaraan pribadi di perkotaan dapat berkurang. Secara umum, transportasi perkotaan akan masih mengandalkan infrastruktur jalan. Namun, kebutuhan moda yang cepat dan murah seperti kereta api, akan semakin tinggi, sesuai dengan tingginya perjalanan komuter. Angkutan massal berbasis bus juga masih menjadi opsi, dan cenderung akan mengalami peningkatan permintaan. Penjelasan dibawah ini akan mengangkat ketiga opsi pilihan moda tersebut, dalam format skenario berdasarkan sasaran pengembangan.
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a. Skenario Kegiatan transportasi terutama di perkotaan didukung oleh berbagai macam infrastruktur dan sarana prasarana transportasi, pengelompokan dibedakan berdasarkan beberapa moda pengembangan, antara lain: a.Infrastruktur- Bus based Mass Transit, yaitu program pengembangan angkutan massal berbasis bus seperti BRT, sistem transit, dan pengadaan sistem pendukung lainnya seperti fasilitas lajur khusus,NMT, park and ride, dan fasilitas intermoda a. Infrastruktur- Rail based Mass Transit, yaitu program pengembangan angkutan berbasis rel seperti MRT, monorail, kereta komuter dan sistem persinyalan sebidang kereta. b. Infrastruktur- Jaringan Jalan, yaitu program pengembangan jaringan jalan, seperti pembangunan jalan tol, pembangunan flyover/underpass, pemeliharaan jalan nasional, dan penyediaan jembatan Sungai Tabel V-1 Skenario dan Sasaran Pengembangan



Komponen Infrastruktur- Berbasis BRT



Infrastruktur- Berbasis Jalan



Sasaran Pengembangan Optimalisasi peran angkutan umum berbasis BRT:    



Pembangunan jaringan jalan secara terbatas untuk menampung mobilitas perjalanan:  



Infrastruktur- Berbasis Kereta Api



Pergerakan internal diutamakan utk dilayani Terintegrasi dengan moda lain Tersegmentasi (dengan lajur khusus) Kecepatan cukup tinggi



Mengatasi bottleneck (kemacetan parah pada simpang) Mendorong investasi sektor swasta (jalan tol, dll)



Perbaikan prasarana kereta api    



Penataan persimpangan KA Tidak Sebidang Penambahan gerbong dan loko KA Komuter Peningkatan frekuensi KA dg perbaikan Grade Separation di Jakarta. Perbaikan pelayanan bandara dengan moda KA



Dalam tabel V.1 diatas, ketiga skenario tersebut mempunyai sasaran pengembangan sesuai dengan karakter masing-masing moda. Target pencapaian dari ketiga komponen adalah untuk menaikan moda share angkutan umum perkotaan, hingga mencapai 32% pada tahun 2019. Target ini cukup realistis, untuk menghadapi tren kebutuhan mobilitas perkotaan.
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Gambar V-1 Skema Dana vs Km Pelayanan Infrastruktur Transportasi Perkotaan



Ketiga komponen tersebut mempunyai kebutuhan dana untuk implementasinya. Gambar V.1 menunjukan perbandingan perkiraan besarnya kebutuhan dana masing-masing skenario, disertai besarnya km yang terlayani. Dalam skenario infrastruktur berbasis kereta api, selain mempunyai nilai investasi yang besar, namun sasaran pengembangannya merupakan solusi dalam permasalahan kereta api perkotaan di Indonesia. Skenario infrastruktur berbasis bus mempunyai nilai investasi yang cukup moderate. Berbeda dengan skenario infrastruktur kereta api, infrastruktur berbasis bus ini akan memeperkuat sistem transit yang sudah berjalan di kota metropolitan, kota besar, dan kota sedang. Skenario infrastruktur jalan akan menopang sistem transit, dengan mengurangi kemacetan pada simpang. Berikutnya akan dijelaskan detail komponen masing-masing skenario infrastruktur tersebut.



b. Komponen Infrastruktur Angkutan Umum Berbasis Bus Pertumbuhan pengguna angkutan umum berbasis bus yang telah dikelola oleh pemerintah daerah atau swasta mengalami peningkatan. Rata-rata kenaikan penumpang kendaraan BRT Transjakarta meningkat sebesar 30% per tahun dari selang waktu tahun 2004-2012. dari 16 juta penumpang pada tahun 2004 meningkat sampai 111 juta pada tahun 2012. Kemajuan pengguna angkutan umum berbasis bus di Jakarta harus dikuti oleh kemajuan di kota-kota lain yang telah menerapkan sistem transit (15 Kota), dan kota-kota baru yang akan menerapkanya. Pengembangan sistem transit di kota-kota ini diharapkan dapat memberikan sebuah layanan yang mampu melayani permintaan perjalanan. Adapun infrastruktur yang dibutuhkan dalam pengembangan ini seperti terlihat pada Tabel V.2.
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Tabel V-2 Jenis Infrastruktur bagi Pengembangan Bus



Komponen



Keterangan



Bus BRT (Kota Besar)



Bus yang digunakan adalah bus besar dengan kapasitas penumpang (termasuk berdiri) sebanyak 85 orang. Menggunakan bahan bakar gas.



Bus BRT (Kota Metropolitan)



Bus yang digunakan adalah bus sedang dengan kapasitas penumpang (termasuk berdiri) sebanyak 40 orang. Menggunakan bahan bakar gas.



PSO - BRT



Public service obligation, upaya untuk meningkatkan kinerja operasional dengan memberikan subsidi operasi BRT sampai dengan mencapai tahap break event point.



Fasilitas Intermoda (Kota Besar)



Fasilitas infrastruktur yang menjadi komponen integrasi moda transportasi BRT dengan moda transportasi lain, seperti angkutan air, angkutan kereta api, angkutan laut dan angkutan udara. Fasilitas berbasis infrastruktur NMT



Fasilitas Intermoda (Kota Metropolitan)



Fasilitas infrastruktur yang menjadi komponen integrasi moda transportasi BRT dengan moda transportasi lain, seperti angkutan air, angkutan kereta api, angkutan laut dan angkutan udara. Fasilitas berbasis infrastruktur NMT ditambah dengan ITS.



Lajur Khusus



Pembangunan lajur khusus BRT yang terpisah dari lalu-lintas umum (mixed traffic) dengan fasilitas halte, marka dan rambu.



Non Motorised Transport



Non motorised transport, fasilitas infrastruktur bagi para pejalan kaki atau



Park & Ride



Fasilitas bagi pengguna kendaraan pribadi untuk dapat dengan mudah berpindah ke angkutan umum dengan penyediaan fasilitas parkir.



ITS / ATCS



Intelligent transport system , sistem transportasi cerdas berbasis telekomunikasi



Road PRICING



Pembatasan lalu-lintas pada wilayah/koridor tertentu berbasis pungutan berbayar.



MRLL- Kota sedang



Manajemen rekayasa lalu-lintas untuk kota sedang, terfokus pada manajemen kapasitas dan manajemen arah



MRLL- Kota kecil



Manajemen rekayasa lalu-lintas untuk kota kecil, terfokus pada manajemen kapasitas dan manajemen arah



Pembangunan Stasiun SPBG



Stasiun pengisian bahan bakar gas, untuk melayani angkutan umum untuk mempercepat pengalihan penggunaan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan.



Converter Kit



Pengadaan alat dalam kendaraan dan angkutan umum, dalam upaya mendukung program konversi bahan bakar minyak (BBM) ke bahan bakar gas (BBG)



Jaringan Pipa



Pemanfaatan jaringan gas kota (bahan bakar gas alam/BBG) ke rumahrumah untuk mendukung penggunaan bahan bakar gas di perkotaan



Water Bus



Angkutan umum berbasis angkutan sungai, untuk mengurangi beban angkutan jalan.



penggunan sepeda atau pengguna kendaraan tidak bermotor.



dan elektronika, untuk optimisasi pelayanan angkutan umum dan jaringan jalan (network). Area Traffic Control System sistem jaringan antar lampu lalu-lintas dalam satu kawasan, untuk optimasi pelayanan dalam koridor tertentu.



Angkutan Umum Berbasis Rel Beberapa kota metropolitan di Indonesia mengandalkan kereta api untuk menopang permintaan perjalanan komuter, antara lain di Jakarta (KRL Jabodetabek), Bandung (Bandung raya), JogjaSolo (Parameks), Surabaya (Gerbangkertasusila), dan semarang (Kedungsepur). Peran kereta api dalam fungsi konektivitas nasional sangat tinggi. Agar mendapatkan pelayanan yang maksimal, maka layanan ini harus terintegrasi dengan moda lain baik moda darat, laut, dan udara. Seperti yang dibangun saat ini yaitu layanan kereta api menuju bandara, dan menuju pelabuhan. 35



Pangsa pasar pengguna kereta api secara nasional masih sangat rendah yaitu sekitar 7% dibandingkan moda lain, dan sekitar 0,6% dari angkutan barang secara nasional. Berdasarkan survei asal-tujuan diperkirakan jumlah perjalanan orang menggunakan kereta api di tahun 2030 lebih dari 900 juta setiap tahunnya, sehingga dukungan kereta api perkotaan sangat penting. Adapun infrastruktur yang dibutuhkan bagi pembangunan fasilitas KA perkotaan seperti pada Tabel V.3. Tabel V-3 Jenis Infrastruktur bagi Pengembangan Berbasis Rel



Komponen



Keterangan



MRT



Angkutan umum masal perkotaan dibangun dengan lintas layang atau bawah tanah



Monorail



Angkutan umum masal perkotaan berbentuk kereta rel tunggal



KA Bandara



Jalur KA yang melayani tujuan ke Bandara



Elektrifikasi Kereta



Penambhan elektrifikasi pada lajur kereta



Penataan Persilangan KA Sebidang



Penataan perlintasan sebidang dengan KA baik dari persinyalan dan pembuatan lintas tak sebidang



Kereta Komuter



Sebagai sarana kereta dalam kota yang mendukung pergerakan dalam kota



Pengembangan Jaringan Jalan Panjang jalan nasional di Indonesia saat ini mencapai 38.570 Km dengan 56,22% dalam kondisi baik, 31,50% pada kondisi sedang, dan 12,28% pada kondisi rusak dan rusak berat (BPS, 2011). Dibutuhkan upaya pemeliharaan jaringan jalan nasional agar dapat terpelihara dengan baik dan upaya pembangunan baru seperti jalan tol, jembatan, serta flyover dan underpass untuk mendukung lalu lintas perkotaan, adapun komponen pembiayaan infrastruktur jalan antara lain seperti pada Tabel V.4. Tabel V-4 Jenis Infrastruktur bagi Pengembangan Berbasis Jalan



Komponen



Keterangan



Jalan Tol



Akses jalur cepat bebas hambatan di perkotaan



Flyover dan Underpass



Jalan yang dibangun tidak sebidang menghindari daerah/kawasan yang selalu menghadapi permasalahan kemacetan lalu lintas, melewati persilangan kereta api untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas dan efisiensi



Pemeliharaan Jalan Nasional



Pemeliharaan untuk jaringan jalan nasional



Jembatan Sungai



Fasilitas jembatan sungai di kota-kota seperti Palembang , jambi, samarinda, pontianak, Banjarmasin, jayapura



c. Perkiraan Investasi Nilai investasi yang dibutuhkan dalam pengembangan transportasi dibagi atas tiga komponen infrastruktur, yaitu angkutan umum berbasis bus, pengembangan jaringan jalan, dan angkutan 36



umum berbasis rel. Gambar V.2 menunjukan perbandingan nilai investasi untuk masing-masing jenis kota.



Angkutan Umum Berbasis Bus BRT Transjakarta merupakan satu-satunya sistem BRT yang berjalan di Indonesia. Kota besar, dan kota sedang lainnya telah mengadopsi sistem ini, yang dikenal dengan sistem transit. Saat ini pelayanan sistem transit masih dalam kondisi merugi di kota-kota, sehingga pemerintah daerah membutuhkan dukungan, antara lain dengan pengadaan bus, dan menaikan level sistem transit menjadi BRT dengan membangun infrastruktur jalur khusus.



Gambar V-2 Skema Pendanaan Infrastruktur Transportasi Berbasis Bus



Pembangunan fasilitas intermoda dan park and ride akan mendukung sistem BRT dan sistem transit, sehingga pengembangan kawasan berbasis TOD (Transit Oriented Development) dapat terlaksana. Nilai investasi dari sistem BRT dan peningkatan pelayanan angkutan perkotaan adalah 13,2T dan 27,9T. Tabel V-5 Kebutuhan Pembiayaan Pengembangan berbasis Bus



No.



Komponen



Asumsi Pagu Penduduk



Jumlah Kota



Jumlah Unit/ Kota



Inv. Cost (Rp. Milyar)



BRT (Transjakarta) A



B C D Jumlah



Bus BRT (Besar)



> 10 Juta



1



Bus BRT (Sedang)



> 10 juta



1



Lajur Khusus Halte + JPO



> 10 Juta > 10 juta



ITS (Bus Priority)



> 10 juta



1 1 1



1500 bus besar/tahun 1000 bus sedang/tahun 20 km 20 halte/tahun



9.000



5 Simpang/Tahun



125 13.225



2.500 1.500 100



Peningkatan Pelayanan
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No.



Komponen



Asumsi Pagu Penduduk



Jumlah Kota



Jumlah Unit/ Kota



Inv. Cost (Rp. Milyar)



Angkutan Perkotaan A



B C D E



F G H Jumlah



BUS Sistem Transit (Kota Metropolitan BUS Sistem Transit (Kota Besar) Halte + JPO PSO BRT BUS Perkotaan (Angkot, Kopata, Kopaja)* Fasilitas Intermoda (Kota Metropolitan) Fasilitas Intermoda (Kota Besar) Lajur Khusus Non Motorised Transport Park & Ride



16



500 ribu



12



> 500 ribu



28



> 500 ribu



29



> 100 ribu



79



100 bus/tahun



15.800



> 1 juta



17



4 lokasi/thn



1.020



500 ribu



12



2 lokasi/thn



360



2 juta 1 juta 1 juta



8 17 17



15 km 2 km/tahun 2 lks/tahun



1.200 340 850 27.994



3 simpang/tahun 3 paket/tahun 1 paket/tahun 1 lokasi 1 SPBG/tahun 4.000 /tahun 15km 1 Dermaga & 3 Water bus/tahun 4km/tahun



2.100 750 1.250 3.000 2.175 5.000 4.350



C D E F



Sistem Pendukung ATCS MRLL- Kota sedang MRLL- Kota kecil ROAD PRICING Pembangunan Stasiun SPBG Pengadaan Konverter Kit Jaringan Pipa



G



Water Bus**



7



Pengerukan Alur Sungai



7



A B



H Jumlah TOTAL



70 bus sedang/tahun 40 bus sedang/tahun 20 halte/tahun 1.400 bus, Subsidi: 3 tahun



> 1 Juta



> 500 ribu < 500 ribu < 100 ribu > 3 Juta > 500 ribu > 500 ribu >500 ribu



28 50 250 3 29 29 29



2.800 1.200 1.400 3.024



630 140 19.395 60.614



Dari sudut pandang lingkungan, semangat untuk mengurangi emisi kendaraan bermotor harus bersifat konkret pada seluruh angkutan umum. Penggunaan BBG untuk bus angkutan massal (BRT dan sistem transit) telah mulai dilakukan, seperti pada Transjakarta, Transmusi, dan beberapa kota lainnya. Besarnya dampak terhadap pengurangan emisi, menjadikan program ini harus tetap berjalan dan layak untuk dikembangkan. SPBG, konverter kit, dan jaringan pipa gas merupakan infrastruktur utama dalam program pengalihan penggunaan BBM ke BBG, dimana nilai investasinya sebesar 11,5 T dalam 5 tahun untuk 29 kota. Sistem pendukung lainnya, seperti Road pricing dimaksudkan untuk menekan penggunaaan kendaraan pribadi. Lalu manajemen rekayasa lalu lintas dan ATCS pada simpang akan terus dikembangkan sebagai upaya teknis untuk mengurang kemacetan. Nilai investasi untuk road pricing adalah 3T di 3 kota metropolitan, sedangkan 2T untuk manajemen rekayasa lalu lintas di 250 kota kecil dan 50 kota sedang.
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Beberapa kota juga akan mengembangkan angkutan sungai (water bus), seperti kota Palembang, Jambi, Samarinda, Pontianak, Jakarta, Banjarmasin, dan Jayapura. Hambatan teknis seperti kedangkalan sungai, akan mempengaruhi kinerja dari angkutan sungai, oleh karena itu pengerukan angkutan sungai harus rutin dilakukan setiap tahunnya. Nilai investasi untuk waterbus dan pengerukan sungai masing-masing sebesar 0,63 T dan 0,14T untuk 7 kota.



Pengembangan Jaringan Jalan Pengembangan jaringan jalan yang layak untuk didanai adalah rencana pembangunan enam ruas tol dalam kota Jakarta, pembangunan flyover/underpass, dan pemeliharaan rutin pada jalan nasional di semua kota di Indonesia. Total nilai investasi untuk ketiga program tersebut adalah 30,5 T dengan rincian komponen seperti pada Tabel V.6.



Gambar V-3 Skema Km Pelayanan dan Pendanaan Infrastruktur Jaringan Jalan



Pada perkotaan yang mempunyai angkutan sungai, seperti Palembang, Jambi, Samarinda, Pontianak, Banjarmasin, dan Jayapura, infrastruktur penyebrangan masih dibutuhkan untuk mengurangi kepadatan jembatan penyebrangan yang ada. Pada Tabel V.6 terlihat nilai investasi yang dibutuhkan sebesar 9,6 T untuk 6 kota. Tabel V-6 Kebutuhan Pembiayaan Pengembangan berbasis Jalan



No



A



Komponen



Jumlah



Unit Price



Inv. Cost (Rp. Milyar)



6 Ruas Tol Dalam Kota Jakarta 1. Jalan Tol Dalam Kota Jakarta



3 Ruas



20.000



2. DED dan FS jalan tol



3 Ruas



5.000



B



Pembangunan Flyover/Underpass Jakarta



17 Kota



C



Pemeliharaan Jalan Nasional



100



1.700
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No



D



Komponen



Inv. Cost



Jumlah



Unit Price



1. Metropolitan & Besar



29 Kota



30



870



2. Sedang & Kecil



300 Kota



10



3.000



Jembatan Sungai



6 Kota



1600



9.600



Total



(Rp. Milyar)



40.170



Angkutan Umum Berbasis Rel



Gambar V-4 Skema Km Pelayanan dan Pendanaan Infrastruktur Transportasi Berbasis Kereta Api



Hal yang tidak kalah penting adalah memulai pembangunan perkotaan dengan menerapkan angkutan perkotaan berbasis rel. Kota aglomerasi seperti Jabodetabek, Metro bandung raya Mamminasata, Gerbangkertasusila, mulai mengembangkan MRT dan monorel. Pada tabel V.7, nilai investasi untuk pembangunan MRT dan monorel pada 4 kota metropolitan sebesar 43,4T. Terkait aksesbilitas, bandara perlu diberikan dukungan KA bandara untuk mempermudah perjalanan penumpang antar moda yang akan dikembangkan di kota medan dan Jakarta. Pertumbuhan pengguna angkutan kereta di Indonesia terus meningkat hal ini merupakan hal yang positif. Untuk memenuhi permintaan perjalanan komuter, diupayakan pengembangan kereta komuter baik dengan elektrifikasi, penambahan gerbong, dan penambahan jalur baru kereta komuter. Total nilai investasi untuk komponen kereta api ini sebesar 26,5 T. Tabel V-7 Kebutuhan Pembiayaan bagi Pengembangan berbasis Kereta Api



NO A



Komponen MRT Jakarta 1. MRT Jakarta (North-South)



Panjang Jalur (km) 15



Jumlah Unit/ Kota



Inv. Cost (Rp. Milyar) 19.800 40



NO



Komponen



B



2. MRT Jakarta East-West (Tahap FS dan DED) KA Bandara Jakarta 1. Koridor Manggarai-TanggerangCengkareng 2. Koridor Sepanjang Tol Bandara



C



Panjang Jalur (km)



Jumlah Unit/ Kota



Inv. Cost (Rp. Milyar)



27



4.000



33



5.000



Sepanjang Tol Bandara



2.578



D



Monorail Jakarta 1. Koridor Green line (Circular line) 2.Koridor Tail line (Extention) Elektrifikasi kereta Jogja -Solo



E



Elevated loopline jakarta



F



Penambahan gerbong KRL Jabodetabek MRT Surabaya 1.Tram Surabaya (Boyo Tram)



24



6.417



2. Monorail Surabaya (Suro Rail)



17,14



2.415



H



MRT Makassar



30



4.000



I



Jalur Layang KA Bandara Kuala Namu Medan Komuter Bandung Raya



15



3.800



G



J K



L M



Monorel Rute Bekasi-Cawang Rute Cibubur-Cawang Rute Cawang-Kuningan Monorel Bandung raya Penataan Persilangan KA tidak Sebidang Total



14,3 7,8 120



3.874 2.906 420 9.000 900



1.880 18,1 13,7 7,17 28 30 lokasi



8.000



15.000 100



3.000 92.990



Aspek keselamatan lalu lintas dikereta sangat menjadi perhatian saat ini, semenjak banyaknya musibah yang merenggut korban jiwa di perlintasan sebidang. Banyak pintu–pintu perlintasan dengan standar keselamatan yang buruk. Hal ini perlu dilakukan upaya perbaikan dengan melakukan penataan perlintasan sebidang agar dapat berfungsi dengan baik. Penataan persilangan KA tak sebidang pada tabel 5.7 mempunyai nilai investasi sebesar 3 T untuk 30 lokasi persilangan.



VI.



KAPASITAS FISKAL



Data pada tabel VI.1 menunjukkan bahwa walaupun pada periode 2008-2012 ekonomi nasional mengalami pertumbuhan 27,9 %, sektor transportasi mengalami pertumbuhan sebesar 30,9 % 41



yang menjadikannya salah satu sektor yang menjadi motor pertumbuhan (engine of growth). Dari segi nominal, transportasi jalan raya masih dominan dengan proporsi sebesar 41,9 % dari total sektor. Adapun dari segi pertumbuhan, sub-sektor transportasi yang tumbuh paling tinggi adalah transportasi udara sebesar 64,7 % sedangkan transportasi jalan raya hanya tumbuh 27 % yang bahkan lebih rendah daripada pertumbuhan sektor transportasi secara umum. Tabel VI-1 Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), 2008-2012



No 1 2 3 4 5 6 7



Sub-Sektor Transportasi Kereta Api Jalan Raya Laut Sungai, Danau & Penyeberangan Udara Jasa Penunjang Total



2008



2009



721,3 32.391,4 8.809,7



792,2 34.226,5 8.855,6



2.631,8



2.760,7



2010



2011



832,0 798,8 35.974,4 38.339,3 8.864,6 9.157,2



2012 745,5 41.071,0 9.547,9



2.964,2



3.083,5



3.288,9



13.044,4 14.564,3 17.330,4 17.188,3 18.372,2 19.327,8 74.786,9 79.571,5 85.293,4



19.817,8 20.645,2 91.841,8



21.481,1 21.739,1 97.873,5



a. Dana APBN untuk Transportasi Perkotaan Tabel VI-2 Target Pertumbuhan Pembiayaan Sektor Transportasi Tahun 2010-2014 (trilliun rupiah).



Uraian



2010



2011



2012



2013



2014



ratarata



PDB Transportasi* Pertumbuhan PDB Transportasi (%) Pertumbuhan PDB Nasional (%) ICOR Pembiayaan Transportasi Belanja Pemerintah (APBN) -Belanja Pegawai -Belanja Barang -Belanja Modal (Investasi)



89,23 8,25% 5,50% 3,3 272,02 15,83 1,24 2,94 11,66



97,26 9% 6% 3,3 294,46 35,82 2,14 5,84 27,86



106,6 9,60% 6,40% 3,3 320,96 42 2,58 6,79 32,65



117,31 10,05% 6,70% 3,3 351,77 49,87 3,19 8,13 38,58



129,63 10,05% 7% 3,3 387,12 55,97 3,83 9,37 42,81



108 9,48% 6,30% 3,3 325,26 39,9 2,6 6,61 30,71



Investasi BUMN Transportasi Investasi Swasta Transportasi Share Pembiayaan (%) -APBN -BUMN -SWASTA



2,03 258,33



2,21 264,39



2,5 285,51



2,96 310,24



3,72 340,6



2,68 291,87



4,29 0,74 94,97



9,46 0,75 89,79



10,17 0,78 89,05



10,97 0,84 88,19



11,06 0,96 87,98



9,19 0,81 90



Sumber: Renstra Kemenhub 2010-2014



Transportasi selain bermaanfaat pada pemakai langsung juga memiliki keterkaitan dan dampak luas pada berbagai sektor dalam perekonomian sehingga sektor ini kerap di katagorisasikan 42



sebagai public goods dan didukung oleh dana pemerintah. Namun keterbatasan dana serta kapasitas pemerintah Indonesia serta belum dijadikannya sektor trasportasi sebagai prioritas menyebabkan alokasi APBN masih dalam jumlah yang belum memadai. Sebagaimana tampak pada tabel 6.3, hanya sekitar 10 % dari kebutuhan pembiayaan sektor transportasi disediakan oleh APBN dengan kurang dari 1 % berasal dari BUMN dan selebihnya diharapkan dari swasta. 160.000 140.000 120.000 100.000 Infrastuktur



80.000



Transportasi 60.000 40.000 20.000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Gambar VI-1 Perbandingan Pendanaan Infrastruktur dan Transportasi APBN 2005-2014 (milyar rupiah)



Pada sisi baiknya, ternyata pemerintah pusat berhasil mengalokasikan dana lebih besar dibandingkan target di Renstra Kemenhub. Pada tahun 2014 bahkan alokasi APBN mendekati 70 triliun. Sebagaimana dijabarkan pada gambar VI.1, sektor transportasi merupakan 40-60 % dari total anggaran infrastruktur pada dekade terakhir. Dengan tahun 2010 sebagai perkecualian, anggaran sektor transportasi terus meningkat bahkan juga pada tahun anggaran 2014 dimana total anggaran untuk infrastruktur menurun. Renstra Kemenhub menjabarkan kebutuhan pembiayaan transportasi dari APBN pada tabel VI.4. Terdapat kesadaran untuk mengalihkan masyarakat dari transportasi melalui jalan raya ke medium lain dengan memperkuat kereta api untuk jarak dekat dan menengah serta transportasi udara untuk perjalanan jarak menengah dan jauh. Target pembiayaan untuk memperkuat kereta api mencapai 27,4 % dari nilai total dan proporsi sebesar 27,2 % untuk transportasi udara yang sebagian besar untuk renovasi dan perluasan Bandar udara di berbagai kota besar dan menengah.
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Tabel VI-3 Kebutuhan Pembiayaan dari APBN pada Sektor Transportasi 2010-2014



(Rp. 000,-)



UNIT KERJA 2010*)



2011



2012



1.828.442.619



6.183.268.101



6.732.915.154



7.427.691.172



7.800.266.930



29.972.583.976



KA



3.729.460.695



9.520.002.367



11.830.655.567



14.235.428.010



15.362.651.195



54.678.197.834



HUBLA



4.438.417.303



5.655.723.219



7.598.978.245



10.026.363.652



13.072.792.228



40.792.274.647



HUBUD



3.873.546.579



11.078.739.219



11.916.705.362



13.276.190.624



14.145.623.591



54.290.805.375



87.828.682



136.168.820



105.456.117



165.813.545



127.381.323



622.648.487



DIKLAT



1.472.198.019



2.721.285.699



3.218.376.112



4.061.041.638



4.676.365.043



16.149.266.511



SETJEN(+KNKT)



322.940.226



445.218.145



502.472.713



578.475.099



671.773.801



2.520.879.984



ITJEN



71.001.767



78.988.786



90.088.417



102.230.919



116.191.483



458.501.372



TOTAL



15.823.835.890



35.819.394.356



41.995.647.687



49.873.234.659



55.973.045.594



199.485.158.186



HUBDAT



LITBANG



2013



2014



Total



Sumber: Renstra Kemenhub 2010-2014



Namun pendanaan riil yang dilalokasikan oleh pemerintah pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat pada Gambar 6.2 memberikan prioritas pada jalan raya dengan rata-rata proporsi melebihi setengah dari total dana. Memang moda jalan raya sangat aktif digunakan masyarakat seharhari dan perhatian media pada masa lebaran memberikan tambahan fokus untuk memastikan jalan raya berada dalam kondisi yang mantap/baik. Namun jalan raya memiliki keterbatasan dalam perluasan dan kapasitas yang saat ini sudah mendekati ambang batas.



80.000 70.000 60.000 KA



50.000



UDARA



40.000



LAUT



30.000



DARAT



20.000



JALAN



10.000



2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Gambar VI-2 Distribusi Pendanaan Transportasi APBN 2005-2014 (milyar rupiah)
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Selain dari dana APBN, transportasi perkotaan juga didanai dari APBD provinsi, kabupaten dan kota. Hubungan antara jumlah penduduk di suatu kota dengan permasalahan transportasi seperti deret ukur dimana bila kota A penduduknya 10 kali lipat penduduk B maka masalah transportasi perkotaan di A akan lebih dari 10 lipat dari kota B sehingga membutuhkan alokasi dana yang lebih besar pula.



14,0



12,4



12,0 10,0 8,0 6,0



3,4



4,0



0,9



2,0 0,0 Metropolitan



Besar



Sedang



Sumber: Kementerian Keuangan,2013 Gambar VI-3 APBD Urusan Perhubungan 2009-2013 (Triliun)



Tabel VI.5 menjabarkan betapa pembagian masalah dan pembiayaan antar pemda di aglomerasi Jakarta tidaklah merata. Jakarta sebagai kota terbesar di aglomerasi ini membiayai 90,2 persen dari 10,7 triliun yang dilokasikan APBD selama periode 2009-13. Kabupaten Bogor sebagai ranking dua terbesar hanya mengalokasikan sekitar 2,5 % dari Jakarta. Tabel VI-4 Alokasi APBD Perhubungan di Aglomerasi Jakarta 2009-2013



Prov/Kota/Kab Prov Jakarta Kab Bogor Kot Tangerang Kot Depok Kot Bogor Kot Bekasi Kab Tangerang Kot TangSel Kab Bekasi Total



Proporsi (%) 90.2 2.2 1.9 1.7 1.2 1.2 0.6 0.5 0.5 100



Nilai (milyar rupiah) 9655.8 239.1 208.6 177.7 128.2 124.7 61.7 57.3 53.4 10706.6



Sumber: Kementerian Keuangan,2013
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c. Investasi BUMN dan Swasta untuk Transportasi Perkotaan Pendanaan APBN tidak mencukupi untuk memenuhi segenap kebutuhan pembangunan transportasi perkotaan. Keputusan tentang keterlibatan BUMN dan Swasta disajikan pada Tabel VI.6. Jika pembangunan sarana transportasi memiliki dampak ekonomi yang tinggi namun tidak feasible secara finansial, maka APBN atau BUMN yang mendanai konstruksi. Jika dampak ekonomi tinggi dan feasible secara finansial maka BUMN atau Swasta yang berperan. Jika layak secara finansial tapi memiliki dampak ekonomi rendah terhadap sektor lain dan pertumbuhan secara umum, maka pelaksanaan dimandatkan pada BUMN atau swasta. Indikator feasibility yang umum digunakan adalah Net Present Value (NPV) yang melebihi nol dan waktu pengembalian modal (payback period) yang tidak melebihi 10 tahun. Tabel VI-5Matriks Dampak Ekonomi dan Kelayakan Finansial



Layak Secara Finansial Tidak layak secara finansial



Dampak Ekonomi Tinggi



Dampak Ekonomi rendah



BUMN/D dan Swasta



BUMN/D dan Swasta



APBN/D dan BUMN/D



Tidak dikerjakan



Terdapat peran APBN, APBD dan BUMD pada pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta dimana pembangunan dijalankan dengan kombinasi anggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pinjaman dan secara operasional dijalankan oleh BUMD pada proyek yang tidak layak secara finansial tapi memiliki dampak ekonomi tinggi. Contoh lain dari kuadran ini adalah ketika PT Adhi Karya Tbk (ADHI) bersama dengan empat BUMN yang terdiri dari PT Industri Kereta Api (INKA), PT Lembaga Elektronika Negara (LEN), PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom), dan PT Jasa Marga Tbk membentuk konsorsium untuk melanjutkan proyek monorel Bekasi-Cawang-Cibubur-Kuningan. Kementerian Perhubunga (Kemenhub) menyatakan telah menandatangani percepatan pembangunan monorel rute BekasiCawang-Cibubur-Kuningan pada pertengahan Desember 2013 dan sudah disampaikan ke Menko Perekonomian untuk disiapkan dasar hukum berupa Peraturan Presiden. Estimasi biaya yang dibutuhkan pada Masterplan yang diajukan mencapai Rp 7,3 triliun Tabel VI-6 BUMN Berdasarkan Moda Transportasi



No 1 2 3 4 5



Moda Kereta Api Jalan Sungai, Danau & Penyebrangan Laut Udara



BUMN PT KAI, PT INKA Perum Damri PT ASDP PT PELNI PT Angkasa Pura dan PT Garuda Indonesia
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Perusahaan swasta kerap berperan pada pembangunan jalan tol berbayar di beberapa kota besar sebagai tipologi moda transportasi yang memiliki dampak ekonomi tinggi dan layak secara finansial. Swasta juga berperan pada pembangunan awal monorail di Jakarta yang kemudian terhenti sebagai gambaran bahwa untuk proyek dengan payback periode lebih dari 10 tahun dibutuhkan peranan pemerintah melalui jaminan. MP3EI memberikan ruang dan peran pada swasta untuk berperan dalam pembangunan infrastruktur termasuk transportasi. Pada tahun 2013, pemerintah menawarkan 14 KPS (Kerjasama Pemerintah dan Swasta) prospektif yang meliputi tiga proyek kereta api, satu proyek tranportasi darat di Banda Aceh, lima proyek jalan tol, dua proyek air minum, dua proyek sanitasi dan satu proyek listrik. Proyek kereta api meliputi Proyek Kereta Api Bandara Soekarno-Hatta, Terminal Kereta Api Terpadu Gedebage Bandung dan revitalisasi stasiun Kereta Api dan pedestrian Maliboro Yogyakarta. Transportasi di Aceh yitu Pembangunan Perkotaan Terkonsolidasi Banda Aceh. Proyek jalan tol meliputi Pembangunan pembangunan kawasan strategis selat Sunda di Lampung, akses tol Priok, tol Balikpapan-Samarinda, tol Manado-Bitung, dan tol Kayuagung-palembang-Betung.



VII.



GAP PENDANAAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI PERKOTAAN



Kebutuhan akan pendanaan infrastruktur transportasi menghadapi banyak kendala dengan keterbatasan anggaran di sektor transportasi. Bagian ini akan menjelaskan besaran kebutuhan pendanaan yang tidak mampu dipikul sendiri oleh ketersediaan anggaran APBN dalam konteks RPJMN 2015-2019. Metodologi perhitungan besaran Gap pendanaan dijelaskan dalam gambar VII.1 (JICA, 2014):    







  



Perhitungan besaran anggaran yang tersedia. Jumlah tersebut dihitung berdasarkan penjumlahan dari pendapatan yang diperoleh dari pajak dan dari luar pajak (1). Total pendapatan dikurangi dengan kebutuhan anggaran rutin. Kebutuhan anggaran rutin terdiri dari pengeluaran gaji pegawai, subsidi, bunga pinjaman, transfer ke daerah, dll. (2) Dana sisa hasil pengurangan komponen (1) dan (2) menghasilkan dana yang sifatnya non-rutin (3). Dana yang dibutuhkan untuk pengeluaran non rutin yang bukan untuk kepentingan infrastruktur disebut sebagai non rutin- non infrastruktur (4) termausk didalamnya bantuan sosial, anggaran pendidikan, anggaran penanganan bencana, kesehatan, dll dikeluarkan dari komponen (3) Dana sisa hasil pengurangan komponen (3) dengan (4) menghasilkan dana (5) yang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran non rutin- selain komponen (4), dimana didalamnya termasuk anggaran untuk perumahan dan ICT (elektronika, komputer dan telekomunikasi) dan diberi tanda (6) Dana APBN yang bisa dimanfaatkan untuk infrastruktur (7) adalah pengurangan dari komponen (5) terhadap (6). Untuk memenuhi kebutuhan anggaran infrastruktur prioritas, yaitu transportasi, sumber daya air, air bersih, sanitasi dan energi, ternyata dana (7) tidak lagi mencukupi kebutuhan yang diinginkan (8). Funding gap adalah besaran dana kekurangan dari total kebutuhan dana dikurangi komponen (7). 47



Gambar VII-1 Metodologi Perhitungan Gap Pendanaan



Dalam konteks APBN 2013, pohon pengeluaran anggaran dapat dijelaskan dalam gambar VII.2. Anggaran belanja APBN 2013 berjumlah Rp. 1.683 trilyun, berasal dari penerimaan Rp. 1.529,7 trilyun dan pembiayaan Rp. 153,3 trilyun. Dalam komponen tersebut pengeluaran untuk sektor infrastruktur transportasi terbagi dalam beberapa tempat yaitu: Belanja Modal Rp. 216,1 trilyun dan bagian DAK dari Dana Perimbangan sebesar Rp. 444,8 trilyun. Ditambah belanja pemerintah pusat pada tahun 2013 untuk sektor transportasi sebesar 66,313 triliun.
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Gambar VII-2 Komponen Pendapatan dan Pengeluaran APBN 2013 (Sumber: Warta Ekonomi No.25, 2012)



Skenario Skenario pembangunan dengan mempertimbangkan kondisi angkutan umum yang terpuruk saat ini, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran pemerintah, maka diusulkan 2 skenario: a. Skenario Optimistis. Skenario ini mengganggap bahwa share angkutan umum perkotaan akan meningkat tajam, hampir 2 kali lipat dari kondisi sebelum dimulainya RPJMN III. Dari posisi 23% menjadi 45%. b. Skenario Pragmatis. Skenario ini menngganggap bahwa share angkutan umum perkotaan dapat ditingkatkan dengan pendekatan yang bersifat pragmatis, dengan perkiraan sebesar 32%. Asumsi yang dibangun dari kedua skenario tersebut dijelaskan dalam Tabel VII.1, menunjukkan perbedaan peran masing-masing moda transportasi. Dalam Skenario Optimistis target yang dicapai sangat tinggi: a) meningkatkan peran angkutan umum sebesar 22%, dan b) menurunkan peran kendaraan pribadi sebesar 35%. Dalam Skenario Pragmatis target yang dicapai cukup moderat karena: a) meningkatkan peran angkutan umum sebesar 9% dan b) menurunkan peran kendaraan pribadi sebesar 14%.
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Tabel VII-1 Asumsi Skenario



Kriteria a. Pertimbangan Kebijakan



b. Modal Share – 2019: 1) Angkutan Umum (“PT”), 2) Kendaraan Pribadi (“Car”), 3) Kendaraan Tidak Bermotor (“NMT”)



c. Konsekuensi Pendanaan



Skenario Optimistis  Latar Belakang: Dibutuhkan upaya keras untuk mengejar ketertinggalan peran angkutan umum sehingga perkotaan akan didominasi oleh angkutan umum yang tertata baik.  Asumsi: a) Pemerintah sanggup komit untuk menekankan peran angkutan umum sebagai solusi utama masalah transportasi perkotaan. b) Pemerintah mampu melakukan “non linear” growth dalam pendanaan untuk pertumbuhan angkutan umum perkotaan.



Skenario Pragmatis  Latar Belakang: Tidak terlalu optimis peran angkutan umum akan meningkat tajam karena faktor sulitnya mengurangi drastis pertumbuhan kendaraan pribadi.  Asumsi: a) keterbatasan anggaran pemerintah untuk infrastruktur, b) kemampuan kota untuk membina operator angkutan kota sangat terbatas, c) pembatasan penggunaan kendaraan pribadi sangat sulit diterapkan, d) pembatasan produksi mobil pribadi dan sepeda motor menjadi perdebatan berkepanjangan.



PT : 45%



PT : 32%



Car : 30%



Car : 51%



NMT: 25%



NMT : 17%



Total kebutuhan anggaran: Rp. 169 trilyun



Total kebutuhan anggaran: Rp. 127 trilyun



a. Proporsi Perkiraan Pendanaan Infrastruktur Transportasi Perkotaan Kebutuhan akan pendanaan infrastruktur transportasi perkotaan pada skenario optimistis sebesar Rp. 169 trilyun serta skenario pragmatis sebesar Rp. 127 trilyun, direncanakan akan dipenuhi dari berbagai sumber pendanaan. Mereka adalah: a) APBN, b) APBN Propinsi, c) APBN Kota, d) Grant (hibah) e) Loan (pinjaman), f) BUMN, g) BUMD, h) Swasta. Metodologi perhitungan menentukan kemampuan pendanaan diperoleh dari: a) APBN: anggaran rutin Kemenhub sektor Transportasi Perkotaan dan KemenPU sektor Perkotaan. data diperoleh dari laporan resmi Kemenhub dari presentasi Kemenhub di Bappenas. b) APBD Propinsi dan Kota: anggaran rutin berasal dari laporan Kemenkeu berjudul: “APBD Sektor Perhubungan 2009-2019 (milyar rupiah)”. c) Grant/Hibah: anggaran untuk mendanai kegiatan Climate Change dari bantuan hibah luar negeri, baik berasal dari Jerman GIZ, Norwegia Norad, Australia Indii, dan negaranegara lain termasuk Timur Tengah. d) Loan : pinjaman dari luar negeri untuk pembangunan infrastruktur transportasi perkotaan, seperti yang terjadi pada pembangunan MRT di DKI Jakarta. e) BUMN: investasi dari beberapa BUMN yang bergerak di sektor transportasi, baik tarnsportasi berbasis jalan maupun berbasis rel. f) BUMD: ketersediaan pendanaan dari BUMD yang dibentuk dengan prakarsa daerah, seperti BUMD Propinsi DKI Jakarta dalam rangka pembangunan 6 ruas jalan tol dalam kota. 50



g) Swasta: pendanaan yang dilakukan antara pemerintah dengan swasta atau murni swasta, dalam bidang transportasi perkotaan. Hasil perhitungan besarnya pembebanan masing-masing sumber pendanaan terhadap kebutuhan infrastruktur transportasi perkotaan (Tabel VII.2 dan Tabel VII.3) menjelaskan bahwa: a) Pemerintah pusat dengan dana APBN masih menjadi sumber dana terbesar dengan total Rp. 54,5 T atau sebesar 32,28%. b) Pinjaman luar negeri (loan) masih menjadi sumber dana pembangunan yang diharapkan dengan total Rp. 29,9 T atau sebesar 17,67%. c) APBD Kota merupakan sumber dana ketiga terbesar dengan perkiraan total pendanaan Rp. 20,2 T atau 11,93%. d) BUMN menjadi sumber dana keempat terbesar dengan perkiraan total dana Rp. 16,2 T atau sebesar 9,57%. e) Swasta merupakan sumber dana kelima terbesar, dengan perkiraan total dana sebesar Rp. 15,1 T atau sebesar 8,96%. f) APBD Propinsi dan Grant belum banyak memegang peran karena share nya baru mencapai 3,10% dan 1,56%. Hasil perhitungan tersebut menunjukkan beberapa hal antara lain: 















Masih besarnya ketergantungan pembangunan infrastruktur transportasi perkotaan dari anggaran pemerintah pusat, APBN, yang diindikasikan bahwa sepertiga kebutuhannya akan diserap dari dana pemerintah. Oleh karena itu, peran pemerintah pusat tidak hanya diletakkan sebagai penyeimbang regulasi, namun harus diterjemahkan sebagai perlunya intervensi pemerintah untuk menjaga keberlangsungan transportasi berkelanjutan. Masih tingginya ketergantungan pada dana pinjaman asing. Besarnya nominal pinjaman yang saat ini mendekati sekitar Rp. 3.000 Trilyun membuat kita harus berhitung supaya masih bisa dikembalikan seluruh pembayaran pokok dan cicilannya. Kemampuan rasio pinjaman kita yang masih dianggap aman sebetulnya tidak berarti bisa melakukan intervensi tambahan hutang, kecuali ketiadaan sumber lain. Besarnya anggaran pemerintah kota, meskipun terdapat jurang kemampuan yang sangat dalam dari satu kota ke kota lainnya, menunjukkan terjadinya distribusi kemampuan pendanaan sehingga partisipasi tidak hanya berjalan di pusat, tetapi juga di daerah. Rendahnya partisipasi swasta, menunjukkan diperlukan terobosan agar investasi di bidang sarana dan prasarana transportasi perkotaan dapat mulai dihilangkan hambatan (barrier entry) seperti kemudahan proses izin, transparansi keuangan, kontrol kualitas dan manajemen sehingga peran masyarakat dan swasta lebih didorong.
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Tabel VII-2 Proporsi Perkiraan Pendanaan Infrastruktur Transportasi Perkotaan Nasional 2015-2019- Skenario Optimis



No



Komponen



1



Infrastruktur BRT dan Pendukungnya Total (%) Infrastruktur Kereta Api Total (%) Infrastruktur berbasis Jalan (%) Total (%) Jumlah (Rp.M) Jumlah (%)



2



3



Investasi (Rp.M)



Perkiraan Alokasi Pendanaan



58.814



24.631



APBD Propinsi 2.450



100 69.990



41,88 21.247



2.215



100 40.170



30,36 8.670



567



100 168.974 100



21,58 54.548 32,28



5.232



APBN



APBD Kota 13.688



4,17



9,44 10.618



7,62



Loan



240



23,27



3,16



3,10



BUMD



5.562



5.330



1,41



BUMN



1.260



1.133



-



2,82 20.152 11,93



16.170



9,57



2,14 23.800



15,17



-



Swasta



2.638



0,41 -



Grant



Jumlah



8.356 4,48



-



58.814 14,21



6.780



34,01



-



25.000



4.800



-



62,24 25.240 14,94



11,95 29.860 17,67



2.638



100 69.990



9,88 -



100 40.170



-



15.136



1,56



8,96



100 168.974 100



Tabel VII-3 Proporsi Perkiraan Pendanaan Infrastruktur Transportasi Perkotaan Nasional 2015-2019- Skenario Pragmatis



No



Komponen



1



Infrastruktur BRT dan Pendukungnya Total (%) Infrastruktur Kereta Api Total (%) Infrastruktur berbasis Jalan (%) Total (%) Jumlah (Rp.M) Jumlah (%)



2



3



Investasi (Rp.M)



Perkiraan Alokasi Pendanaan



41.414



20.151



APBD Propinsi 1.694



100 58.864



48,70 13.552



1.505



100 27.125



5.735



397



100 127.403 100



21,14 39.437 30,95



3.595



APBN



APBD Kota 10.194



4,10



23,02



2.225



2,56



2,82



BUMD



5,40 10.618



6,64



Loan



240



24,60 3.910



1,46



BUMN



672



18,04



1,60 22.500



-



Swasta



2.050



0,60 -



Grant



4.189 4,90



-



38,22



-



17.000



3.200



-



2,92 14.897 11,69



12.843 10,08



62,67 17.240 13,53



11,80 26.372 20,70



2.050



41.414 10,10



6.780 -



793



Jumlah



11,52 -



-



100 27.125



10.969



1,61



100 58.864



8,61



100 127.403 100
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b. Besaran Gap Pembiayaan untuk Skenario Optimistis Kebutuhan anggaran untuk mencapai skenario optimistis adalah Rp. 169 trilyun terdiri dari komponen berbasis bus sebesar Rp. 58,81 trilyun, komponen berbasis jalan sebesar Rp. 40,17 trilyun dan komponen berbasis KA sebesar Rp. 69,99 trilyun. Tabel VII-4 Perkiraan Kemampaun Fiskal Pemerintah 2015-2019



Sumber Anggaran APBN



APBD



Instansi Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub: Direktorat Bina Sistem Transportasi Perkotaan (BSTP)



5,0 Trilyun



Skenario High (Rp. T) 10 trilyun



Keterangan APBN 2014: 500 milyar. Jumlah ini diperkirakan meningkat dalam tahun berikutnya



Ditjen Perkeretaapian Kemenhub: Dit Sarana dan Dit Prasarana



2,5 Trilyun



Ditjen Bina Marga KemenPU: Direktorat Pembinaan Teknis (Bintek)



2,5 Trilyun



Total



10 Trilyun



20 Trilyun



18,0 Trilyun



36,0 Trilyun



Proyeksi APDB urusan perhubungan



0,8 Trilyun



1,6 Trilyun



Proyeksi APDB urusan perhubungan



1,4 Trilyun



2,8 Trilyun



Proyeksi APDB urusan perhubungan



20,2 Trilyun



40,4 Trilyun



7,5 Trilyun



15,0 Trilyun



2,5 Trilyun



5 Trilyun



10 Trilyun



20 Trilyun



Kota Metropolitan Kota Besar Kota Menengah Total



Pinjaman



Skenario Low (Rp. T)



Pinjaman Hibah Total



5 Trilyun



5 Trilyun



Perlu dikhususkan anggaran untuk kereta api perkotaan. Pemeliharaan jalan nasional dan propinsi dalam kewenangan pemerintah pusat/ propinsi



Sebagian besar untuk pembangunan MRT Jakarta Hibah berasal dari kegiatan Reduksi Gas Rumah Kaca (GRK)



Estimasi kemampuan fiskal pemerintah pada skenario low dilakukan dengan proyeksi linear dari nilai pendanaan pada periode 2009-2014 sedangkan skenario high adalah dua kali lipatnya. Total pendanaan pemerintah pada skenario low adalah 40,2 trilyun atau 23,7 %.
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Gambar VII-3 Perkiraan Kemampuan Fiskal Pemerintah 2015-2019



Funding Gap Dengan ketersediaan anggaran pemerintah sebesar Rp. 40,2 T, maka funding gap masih diperlukan sebesar Rp. 129 T. Untuk mencapai pemenuhan kebutuhan funding gap tersebut diperkirakan akan dapat dipenuhi dari:    



Dana BUMN diperkirakan sebesar 15% (sumber: Makalah Direktur Transportasi Bappenas), atau Rp. 25,3 T. Dana KPS diperkirakan sebesar 7,5% (sumber: analisis dari presentasi JICA), atau Rp. 12,7 T. Off Balance Sheet diperkirakan sebesar 2% (sumber: analisis dari makalah Bappenas), atau Rp. 3,4 T. Total kebutuhan funding gap adalah Rp. 84,2 T atau 51,7% dari kebutuhan dana infrastruktur transportasi perkotaan.
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Gambar VII-4 Funding Gap Sektor Transportasi Perkotaan



Funding Gap dengan Anggaran real BUMN Dengan melakukan kajian atas besaran kemampuan anggaran yang dapat dilakukan oleh BUMN dalam sektor transportasi, diperkirakan anggaran yang mampu disediakan oleh BUMN hanya sebesar Rp. 18,6 Trilyun atau sekitar 11% dari kebutuhan anggaran ideal. Tabel VII-5 Perkiraan Anggaran BUMN 2015-2019



Anggaran/ thn



Anggaran/ 5 thn



PT. DAMRI



0,025



0,125



PT. PPD



0,005



0,025



0,5



2,5



PT. Hutama Karya



0,16



0,8



PT. Wijaya Karya



0,425



2,125



PT. Adhi Karya



0,395



2,0



PT. PP



0,355



1,77



PT. Jasa Marga



1,315



6,6



PT. Waskita Karya



0,27



1,35



Sektor Transportasi Jalan Transportasi Jalan Rel



Transportasi Jalan



Perusahaan



PT. KAI



Sub Total



Total



0,15 2,5 18,65 16



Dengan ketersediaan anggaran pemerintah sebesar Rp. 40,2 T dan kemampuan anggaran BUMN sebesar Rp. 18,65 T, KPS Rp. 12,7 T dan Off Balance Sheet Rp. 3,4 T, maka total kemampuan anggaran transportasi perkotaan diperkirakan mencapai Rp. 74,9 T, sehingga funding gap adalah Rp.94,1 T atau 55,68% dari kebutuhan dana infrastruktur transportasi perkotaan. Komposisi sumber pembiayaan RPJMN 2015-2019 dapat disusun berdasar besarannya: Pemerintah 23,7%, 55



BUMN 11%, KPS 7,5%, OBS 2%, sehingga kebutuhan dana (funding gap) sebesar 55,68%. (Gambar VII.5 dan Gambar VII.6).



Gambar VII-5 Funding Gap Sektor Transportasi Perkotaan sesuai Kemampuan Real BUMN



24% Pemerintah 11%



56%



BUMN KPS



7%



OBS Gap



2%



Gambar VII-6 Komposisi Sumber Pembiayaan untuk Skenario Optimistis



c. Besaran Gap Pembiayaan untuk Skenario Pragmatis Bappenas menetapkan bahwa skenario pragmatis untuk target RPJMN 2019 adalah 75% dari total kebutuhan ideal, atau sebesar Rp. 127 trilyun. Perbandingan skala kebutuhan dibandingkan kondisi ideal dijelaskan pada Tabel VII.4. 56



Tabel VII-6 Perbandingan Skenario Parsial dan Ideal



Jenis Anggaran



Skenario Pragmatis (Triliun)



Skenario Optimistis (Triliun)



Komponen Bus BST



41,41



58,81



Kompoenan Kereta Api Perkotaan



27,12



40,17



Komponen Jalan



58,86



69,99



Total



127,40



168,97



Perincian besaran komponen pembiayaan dalam kegiatan transportasi perkotaan untuk pembangunan infrastruktur berbasis bus (BRT dan pendukungnya) termasuk jumlah unit untuk setiap kota serta nilai investasinya adalah Tabel VII.5. Tabel VII-7 Komponen Pembiayaan Infrastruktur berbasis Bus untuk Skenario Pragmatis



Inv. Cost



Asumsi Pagu Penduduk



Jumlah Kota



Jumlah Unit/ Kota



(Rp. Milyar)



Bus BRT (Besar)



> 10 Juta



1



500 bus besar/tahun



3.000



Bus BRT (Sedang)



> 10 juta



1



300 bus sedang/tahun



750



B



Lajur Khusus



> 10 Juta



1



20 km/Tahun



1.500



C



Halte + JPO



> 10 juta



1



20 halte/tahun



100



D



ITS (Bus Priority)



> 10 juta



1



5 Simpang/Tahun



125



No. 1



Komponen BRT (Transjakarta)



A



Jumlah 2



5.475



Peningkatan Pelayanan Angkutan Perkotaan > 1 Juta



16



70 bus sedang/tahun



2.800



B



BUS Sistem Transit (Kota Besar) Halte + JPO



500 ribu > 500 ribu



12 28



1.200 1.400



C



PSO BRT



> 500 ribu



29



40 bus sedang/tahun 20 halte/tahun 1.400 bus, Subsidi: 3 tahun



> 100 ribu



70



40 bus/tahun



5.600



500 ribu



12



2 lokasi/thn



360



> 1 juta 2 juta 1 juta



17 8 17



4 lokasi/thn 15 km 2 km/tahun



1.020 1.200 340



A



BUS Sistem Transit (Kota Metropolitan



D E F G



BUS Perkotaan (Angkot, Kopata, Kopaja)* Fasilitas Intermoda (Kota Besar) Fasilitas Intermoda (Metropolitan) Lajur Khusus Non Motorised Transport



3.024



57



H



Park & Ride



17



1 juta



2 lks/tahun



Jumlah 3



850 17.794



Sistem Pendukung



A



ATCS



> 500 ribu



28



3 simpang/tahun



2.100



B



MRLL- Kota sedang



< 500 ribu



50



3 paket/tahun



750



MRLL- Kota kecil



< 100 ribu



250



1 paket/tahun



1.250



C



ROAD PRICING



> 3 Juta



3



1 lokasi



3.000



D



Pembangunan Stasiun SPBG



> 500 ribu



29



1 SPBG/tahun



2.175



E



Pengadaan Konverter Kit



> 500 ribu



29



3.000 /tahun



3.750



F



Jaringan Pipa



>500 ribu



29



15km



4.350



G



Water Bus**



7



1 Dermaga & 3 Water bus/tahun



630



H



Pengerukan Alur Sungai



7



4km/tahun



140



Jumlah TOTAL



18.145 41.414



Untuk komponen kereta api (rail based) perincian setiap komponen dalam Tabel VII.6 serta Tabel VII.7 untuk komponen jalan. Tabel VII-8 Pembiayaan Infrastruktur Berbasis Rel untuk Skenario Pragmatis



Komponen



NO A



D E F G



Inv. Cost (Rp. Milyar)



15



18.500



27



4.000



33



5.000



Sepanjang Tol Bandara



2.578



1. Koridor Green line (Circular line)



14,3



3.874



2.Koridor Tail line (Extention) Elektrifikasi kereta Jogja -Solo Elevated loopline jakarta Penambahan gerbong KRL Jabodetabek MRT Surabaya



7,8 120



2.906 420 4.500



2. MRT Jakarta East-West (Tahap FS dan DED) KA Bandara Jakarta 1. Koridor Manggarai-Tanggerang Cengkareng 2. Koridor Sepanjang Tol Bandara



C



Jumlah Unit/ Kota



MRT Jakarta 1. MRT Jakarta (North-South)



B



Panjang Jalur (km)



Monorail Jakarta



900 58



H I J K



1.Monorail Surabaya (Boyo Rail)



24



2.740



2.Tram Surabaya (Suro Tram)



17,14



766



MRT Makassar Jalur Layang KA Bandara Kuala Namu Medan Komuter Bandung Raya Penataan Persilangan KA tidak Sebidang Total



30



4.000



15



3.800 1.880 100



30 lokasi



3.000 58.864



Tabel VII-9 Pembiayaan Infrastruktur berbasis Jalan



No A



B C



D



Komponen 6 Ruas Tol Dalam Kota Jakarta 1. Jalan Tol Dalam Kota Jakarta 2. DED dan FS jalan tol Pembangunan Flyover/Underpass Jakarta Pemeliharaan Jalan Nasional 1. Metropolitan & Besar 2. Sedang & Kecil Jembatan Sungai Total



Jumlah



Unit Price



Inv. Cost (Rp. Milyar)



2 Ruas 2 Ruas



14.000 3.000



17 Kota



70



1.190



29 Kota 300 Kota 4 Kota*



15 7 1.600



435 2.100 6.400 27.125



Kemampuan pembiayaan dari anggaran pemerintah, BUMN, KPS dan OBS total sebesar Rp. 74,9 T, dan dengan kebutuhan anggaran parsial sebesar Rp. 127,4 T, maka funding gap hanya sebesar Rp. 52,6 T. Tabel VII-10 Kemampuan pembiayaan dari anggaran pemerintah, BUMN, KPS dan OBS



Sumber Pembiayaan



Anggaran (T)



Pemerintah (APBN, APBN, Pinjaman)



40,2



BUMN



18,6



KPS



12,7



Off Balance Sheet



3,4



Total (T)



74,9



Funding Gap (T)



52,6



Komposisi besaran pembiayaan yang dapat dilakukan berdasarkan skenario parsial menjadikan anggaran pemerintah menjadi komponen utama dengan share 31% diikuti dengan BUMN sebesar 15%. Kekurangan pembiayaan menjadi sebesar Rp 52,6 T atau sebesar 41% dari keseluruhan kebutuhan anggaran Rp. 127,4 T (Gambar VII.7).
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31%



41%



Pemerintah BUMN



KPS 15% 10%



OBS Gap



3%



Gambar VII-7 Komposisi Sumber Pembiayaan dengan Skenario Anggaran Pragmatis



VIII. CREATIVE FINANCING SEKTOR TRANSPORTASI a. Sumber Pendanaan Secara garis besar terdapat empat sumber pendanaan, yaitu internasional, pemerintah, masyarakat dan gabungan. Pendanaan internasional adalah pendanaan yang berasal dari negara, kumpulan negara atau lembaga internasional dalam melakukan pengadaan atau pengembangan transportasi publik di negara tertentu, di mana seringkali motif dari pendanaan internasional terkait melestarikan lingkungan dan pengurangan emisi. Pendanaan pemerintah dapat berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN ataupun off balance sheet. Pendanaan masyarakat bisa berasal dari pengguna transportasi publik, pemilik kendaraan pribadi, pemilik tanah dan pengusaha swasta. Pendanaan gabungan berasal dari kombinasi tiga sumber yang telah disebut sebelumnya dengan PPP (Public Private Partnership) sebagai bentuk yang paling umum digunakan. Tabel 8.1 menjabarkan pendanaan berdasarkan sumbernya secara mendetail.
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Tabel VIII-1 Sumber Pendanaan Sektor Transportasi



No



Source



Funding Method ODA Loan and grant



1



International Funding



Clean Development Mechanism (CDM) Global Environment Facility (GEF) by UNEP Multilateral/Bilateral Climate Fund APBN



Central



Country Bond Asset Liquidation



2



Government Funding



APBD Municipal Bond Regional Regional Direct Loan



3



SOE Funding



Cash pool+ operating CF Company Bond SOE Direct Loan



4



5



PPP Funding



Society Funding



Private sector and government User of private vehicle User of public transport Property owner Private business Availability Payment



6



7



Off-BS Funding



Strategic Funding



SOE Direct Loan with sovereign guarantee Vertical, Horizontal Split Cross-sector package Others



Description Foreign currency based loan and grant from donor country/institution Invest in projects that reduce emission in developing country. Fund project and programs that protect global environment Loans/grants from country and international institutions with environmental protection perquisite; Annual central budget allocated for infrastructure. Bond issuance based on country credit rating. Fund generated from asset sales, securitization, IPO of BUMN. Annual regional budget allocated for infrastructure. Bond issuance based on municipal credit rating. Namun skema ini belum pernah ada di Indonesia Direct lending to regional government. Namun skema ini belum pernah ada di Indonesia Funded by SOE’s liquid asset or operating cash flow Bond issuance based on SOE credit rating. Donor’s sub-sovereign loan and commercial bank loan. Investor’s equity with project finance + VGF and guarantee Parking charges, electronic road price, congestion pricing, vehicle license plat fee, vehicle taxation, and fuel tax Fare box, Land development taxes Banking system, advertising, employer contribution, renting station area and CSR Investor’s equity with project finance, based on multi-year annuity payment contract from central/regional government Donor or commercial bank loan based on sovereign guarantee Hybrid of above methods by splitting assets Hybrid of above methods by packaging linked projects Infrastructure fund/bond, Project bond and other financial pack
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Pendanaan Internasional



Pinjaman dan bantuan internasional merupakan sumber yang umum digunakan karena transportasi masal seringkali membutuhkan dana yang besar dan sumber daridalam negeri tidak mencukupi, apalagi kerap tersedia skema pinjaman lunak. Namun dana internasional tidak datang setiap waktu, sehingga lebih tinggi unsur ketidak pastian dan memiliki persyaratannya tersendiri. Pendanaan internasional dalam bentuk



hutang terkait



erat dengan kemampuan



negara peminjam dalam melakukan pembayaran kembali hutang tersebut sehingga metode ini kurang tepat untuk diterapkan pada negara-negara dengan rating kredit yang rendah.



Clean Development Mechanism (CDM) adalah suatu mekanisme internasional dimana diberikan kemudahan untuk berinvestasi di negara-negara berkembang dengan syarat negara tersebut berinvestasi dalam proyek-proyek yang ramah lingkungan. Mekanisme ini digunakan pada pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) di Bogota, Kolombia dan pembangungan Delhi Metro di India. Kelebihan dari mekanisme ini ialah adanya transfer teknologi yang mungkin dilakukan dengan investasi berbasiskan lingkungan oleh negara maju di negara-negara berkembang.



Global Environment Facility (GEF) adalah fasilitas pembiayaan proyek-proyek yang berkaitan dengan pengembangan infrastruktur yang ramah lingkungan. Fasilitas ini sudah dimanfaatkan oleh pengembangan transportasi perkotaan di India maupun Vietnam. Keunggulan dari fasilitas ini adalah merangsang negara-negara berkembang untuk membangun infrastruktur transportasi yang ramah lingkungan, selain itu masyarakat yang menikmati tidak perlu membayar untuk mendapatkan manfaat tersebut. Namun demikian, karena fasilitas ini berupa bantuan bersyarat, ada faktor ketidakpastian dalam pemberian bantuan tersebut karena sumber pendanaan dari fasilitas ini yang memang berupa donasi negara-negara maju. Donor swasta dan internasional terkadang menggabungkan dananya dalam bentuk Dana



Perwalian (Trust Fund) untuk meningkatkan efektivitas dan koordinasi. Pemerintah RI memutuskan untuk mendirikan Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia (ICCTF) yang diluncurkan pada bulan Agustus 2009 di tingkat nasional , dan diluncurkan secara internasional di Kopenhagen Desember 2009 . ICCTF dipimpin dan dikelola oleh Pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa dukungan sektor internasional dan swasta yang harmonis dan selaras dengan rencana pembangunan nasional , sesuai dengan prinsip-prinsip Komitmen Jakarta (2008). ICCTF merupakan bagian dari komitmen Indonesia untuk meningkatkan ketahanan iklim, meningkatkan koordinasi pembangunan dan mempersiapkan respon masa depan terhadap ancaman perubahan iklim. Dua tujuan utama dari ICCTF adalah untuk mencapai tujuan di 62



Indonesia dari ekonomi rendah karbon dan untuk memungkinkan Pemerintah untuk meningkatkan efektivitas dan dampak dari proyek yang dilaksanakan dalam mengatasi perubahan iklim issues.In tahap pertama, ICCTF mengelola "Dana Inovasi" , yang melibatkan dana hibah dari mitra pembangunan dan kontributor lain yang akan digunakan untuk kegiatan yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial tidak langsung dan tidak akan memberikan keuntungan finansial langsung kepada peserta melibatkan pemerintah kementerian / lembaga sebagai pendukung, dan selanjutnya akan diperluas untuk pemerintah daerah, LSM dan universitas. Pada tahap selanjutnya, ICCTF dapat membentuk "Dana Transformasi" yaitu mekanisme untuk leverage sumber pendanaan lain, seperti kemitraan publik-swasta , pinjaman , dan pasar modal internasional yang memanfaatkan pembiayaan sektor swasta . Pendanaan Pemerintah Pendanaan pemerintah dari anggaran tahunan (APBN dan APBD) merupakan metode yang paling umum diterapkan dengan berbagai kombinasinya dimana pemerintah menanggung seluruh atau sebagian besar biaya pembangunan dan/atau biaya operasional (melalui skema subsidi / public



service obligation (PSO)) transportasi publik. Metode ini banyak dilakukan oleh negara-negara di Eropa. Bahkan, di beberapa negara seperti Belanda dan Belgia, beberapa transportasi publik yang dibiayai secara penuh oleh pemerintahnya. Metode ini mempunyai beberapa keunggulan, yaitu naikkan insentif individu-individu untuk menggunakan transportasi publik karena harga cenderung relatif murah. Selain itu, metode ini juga lebih cenderung mudah disetujui secara politik maupun secara sosial. Namun, kelemahan terbesar dari metode ini adalah memberatkan anggaran yang pemerintah, baik pemerintah lokal dan/atau pemerintah pusat yang seringkali terbatas dan memiliki banyak prioritas lain. Pemerintah juga dapat menerbitkan



obligasi (country bond untuk pemerintah pusat dan



municipal bond untuk pemerintah daerah) sehingga pendanaannya dapat tersebar beberapa dekade anggaran tahunan dan tidak mendominasi anggaran dalam beberapa tahun konstruksi. Pemerintah pusat juga dapat melakukan likuidasi asset melalui menjualan, sekuritisasi atau IPO demi mendapatkan dana untuk transportasi publik. Opsi lain bagi pemerintah daerah adalah pinjaman dari pemerintah pusat untuk membangun sarana transportasi publik. Pendanaan BUMN BUMN mengelola kekayan negara yang dipisahkan sehingga tidak membutuhkan persetujuan DPR dalam anggaran tahunan sehingga memiliki fleksibilias yang lebih tinggi dan horison yang lebih panjang walaupun jumlah dana yang dapat diakses seringkali lebih kecil dari sumber 63



internasional dan pemerintah. Beberapa BUMN yang memiliki dana besar dapat menggabungkan



sumberdaya dan bekerjasama untuk membangun sarana transportasi publik seperti telah dilakukan dalam pembangunan tol di Bali. Konsorsium BUMN pimpinan Adhi Karya Tbk telah menyatakan siap membangun monorail rute Bekasi-Cawang, Cibubur-Cawang, dan Cawang-Kuningan d bernilai Rp 7,8 triiun.



Sumber dana lain adalah obligasi perusahaan BUMN (company bond) yang menggunakan credit rating BUMN. Keunggulannya adalah proses yang sangat cepat tapi akan lebih tinggi imbal balik yang harus di bayar daripada obligasi pemerintah.



BUMN juga dapat menerima dana



pinjaman dari donor dan/atau bank komersial untuk membangun sarana transportasi publik. Pendanaan PPP (Public Private Partnership) Metode ini meningkat penggunannya tidak hanya dari sektor transportasi, tapi juga seluruh infrastruktur-infrastruktur yang membutuhkan biaya tinggi. Metode ini mempunyai beragam bentuk kerjasama, namun secara umum metode ini berbentuk adanya kerjasama antara pemerintah dan swasta pada jangka panjang dalam pembangunan awal hingga proses pemebebanan biaya perawatan dari transportasi publik tersebut. Ada 3 model yang kerjasama yang biasa diimplementasi oleh metode PPP, yaitu: a. Design and Build (DnB), model ini berupa sektor publik yang mengadakan bidding dalam suatu proyek infrastruktur yang kemudian sektor swasta membangun berdasarkan resikonya sendiri. Tidak hanya dalam proses membangun, model ini juga memungkinkan pemerintah membangun infrastrukturnya sendiri dan kemudian menyerahkan infrastruktur tersebut kepada pihak swasta untuk dikelola, dimana hasil dari pengelolaan tersebut dibagikan berdasarkan asas bagi hasil dengan pemerintah. Model ini sendiri masih sebagian besar didanai oleh sektor publik. b. Build-Operate-Transfer (BOT), model ini mempunyai kronologi berupa perusahaan swasta yang telah lolos bidding, yang diselenggarakan oleh pihak pemerintah, akan membangun infrastruktur transportasi publik, yang kemudian akan dioperasikan sendiri dengan mendapat pendapatan dari pengoperasian infrastruktur tersebut hingga waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan antara kedua pihak tersebut dan akan dikembalikan kepada pihak pemerintah. c. Build-Own-Operate (BOO), pada model ini adalah model dimana perusahaan tidak melalui proses bidding ataupun tender dari pihak pemerintah, namun membangun 64



infrastruktur transportasi mandiri yang nantinya setelah beberapa tahun dijual kepada pihak pemerintah dengan harga yang sudah disepakati saat pemberian izin sebelumnya. Metode PPP sendiri mempunyai beberapa keunggulan, yaitu sektor publik bisa fokus pada benefit yang diperoleh dan output yang sesuai dengan tujuan pembangunan infrastruktur.Selain itu, dengan bantuan pihak swasta, pengerjaan proyek yang dilakukan cenderung lebih efisien dan dengan bantuan swasta pula pengerjaan infrastruktur yang membutuhkan teknologi tinggi mungkin terlaksana karena adanya alih teknologi dari pihak swasta. Namun, metode ini juga mempunyai kelemahan, yaitu adanya kemungkinan-kemungkinan buruk yang dialami oleh pihak swasta seperti bangkrut dan majeur force lainnya sehingga proyek tersebut akan berhenti pengerjaannya, dan dibutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit dalam pengalihan kembali proyek tersebut oleh pihak pemerintah. Selain itu karena pihak swasta melihat pendapatan yang dihasilkan oleh suatu proyek dibandingkan dengan biayanya, maka hanya proyek infrastruktur dengan keekonomian positif yang dapat dikerjakan melalui metode ini. Pendanaan Masyarakat Pendanaan masyarakat dapat berasal dari pengguna transportasi publik, pemilik kendaraan pribadi, pemilik tanah dan pengusaha swasta. 1. Biaya penggunaan public transport (farebox revenue) Pembiayaan menggunakan ongkos yang dibayarkan oleh penumpang angkutan transportasi publik. Metode ini dilakukan oleh hampir seluruh kota maupun negara di dunia. dengan implementasi saat mudah sehingga merupakan metode utama dari hampir seluruh transportasi publik di dunia. Masalah yang timbul dari penerapan metode ini adalah penentuan tarif yang akan dikenakan kepada penumpang. Apabila harga yang dikenakan terlalu murah, maka ada kecendrungan bahwa pendapatan yang didapatkan tidak mampu menutupi biaya operasional, seperti yang terjadi pada bus-bus di kota-kota di India. Namun, apabila harga yang dikenakan terlalu mahal, maka masyarakat akan enggan untuk menggunakan transportasi publik, dan juga transportasi publik tidak mampu menjangkau masyarakat-masyarakat miskin. Oleh karena itu, dalam metode ini sangat perlu diperhatikan tentang seberapa tinggi harga yang akan dikenakan kepada penumpang transportasi publik dengan sisanya ditutup dari sumber lain. 2. Pajak pengembangah tanah (land development tax)
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Metode ini adalah mengenakan pajak kepada tanah di wilayah tertentu untuk membiayaai infrastruktur transportasi publik di sekitarnya. Metode ini diklasifikasikan menjadi 2 model, yaitu: (i). Land Value Taxes, dimana pajak dikenakan kepada penduduk-penduduk yang berada dekat dengan fasilitas transportasi publik. Hal ini dikarenakan penduduk-penduduk yang dekat dengan fasilitas transportasi publik mempunyai kecendrungan lebih tinggi untuk mendapatkan manfaat dan menggunakan transportasi publik tersebut. (ii). Kontribusi Pengembang, adalah model dimana pengembang dari suatu kawasan “dipaksa” untuk berkontribusi terhadap pengembangan maupun transportasi publik, baik dalam bentuk uang maupun in-kind. Keunggulan dari metode ini, terutama kontribusi pengembang ialah adanya penyebaran fasilitas perkotaan, karena setiap pengembang diharuskan untuk berkomitmen dalam pengembangan transportasi publik, bahkan ikut membangun transportasi publik dan infrastrukturnya bila memang tidak ada sehingga fasilitas di setiap bagian kota atau daerah terjangkau oleh transportasi publik. Tidak hanya itu, dengan kontribusi pengembang terhadap transportasi publik dan infrastruktur akan merangsang perekonomian di daerah tersebut karena adanya kemudahan dalam transportasi. Selain itu secara umum, masyarakat akan secara langsung merasakan manfaat berupa kemudahan bertransportasi dari apa yang mereka bayar, baik kepada pemerintah ataupun pengembang. Metode ini juga menawarkan tingkat kesulitan yang tinggi untuk menghindari pemungutan biaya baik kepada pengembang maupun individu. Kelemahan dari metode ini adalah, yang pertama faktor kesamarataan, terutama dalam model Land Value Tax. Apabila pajak dikenakan kepada individu yang tinggal dekat dengan transportasi publik, maka individu kurang mampu yang tinggal dekat transportasi publik akan memungkinkan dikenai pajak lebih tinggi dibanding individu yang lebih mampu yang tinggal jauh dari fasilitas transportasi publik. Untuk model Kontribusi Pengembang, kelemahannya adalah proses negosiasi maupun politik akan cukup sulit dan panjang mengenai peraturan ini. 3. Pendanaan dari perusahaan swasta



Pinjaman domestik sendiri utamanya berasal dari pinjaman Bank yang ada di negara tersebut. Dalam contoh di kota Gdansk, metode ini bahkan dikombinasikan dengan metode PPP, sehingga menghasilkan apa yang disebut Public Services Contracts and Rolling Stock Leasing, dimana sumber utama dana dari pemerintah adalah bantuan dari Uni Eropa serta pinjaman dari Bank 66



Investasi., pendanaan tersebut kemudian digunakan dalam menjalankan kontrak dengan sektor swasta dan kemudian sektor swasta yang menggerakan pendanaan tersebut untuk proyek transportasi bus di Gdansk. Tidak hanya itu, belakangan, di Eropa mulai muncul obligasi pembiayaan transportasi publik, meskipun keberhasilan penerapan dari obligasi ini belum dapat dibuktikan. Kelebihan dari metode ini adalah masyarakat tidak ada yang menanggung secara langsung dari beban ini (untuk pinjaman), serta mudah disetujui secara politik.



Kontribusi pegawai adalah metode dimana perusahaan swasta memberikan kontribusi kepada transportasi publik tertentu dengan imbalan pegawai dari perusahaan swasta tersebut bisa berpergian secara gratis dengan transportasi publik tersebut. Metode ini sudah diaplikasikan oleh Brazil dalam Vale Transporte dan Perancis dalam Versement Transport. Metode ini memberikan keuntungan baik bagi perusahaan maupun pemerintah lokal yang menyediakan transportasi publik. Bagi perusahaan, adanya kerjasama ini dapat menurunkan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan terkait transportasi pegawai-pegawainya, dan bagi pemerintah lokal penyelenggara transportasi publik, metode ini dapat memberikan stabilitas pendapatan bagi penmbiayaan transportasi publik. Kelemahan dari metode ini adalah adanya kemungkinan arbitrase yang dilakukan pegawai dengan menjual hak atas transportasi publik sehingga benefit yang diharapkan perusahaan tidak tercapai. Kelemahan lainnya adalah bila hanya sedikit perusahaan yang mau bekerja sama, dampak terhadap pemerintah lokal dalam penyediaan transportasi publik menjadi sangat rendah.



Pemasangan iklan di daerah sekitar dan dalam transportasi publik tidak sulit untuk dilakukan karena pemerintah lokal hanya perlu menyediakan ruang dan regulasinya. Metode ini biasanya menjadi sumber pendanaan sekunder karena dana yang dihasilkan oleh metode ini relatif sangat kecil dibandingkan metode lain. Keunggulan metode ini ialah mudah diterapkan dan juga ikut merangsang pertumbuhan ekonomi bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang periklanan. Namun, penempatan iklan yang berlebihan juga dapat mengurangi kenyamanan di dalam transportasi publik. Penyewaan area sekitar stasiun juga dapat mendatangkan tambahan dana. Lalu lalang penngguna transportasi publik membawa ratusan ribu calon pembeli sercara rutin khususnya makanan dan minuman ringan serta toko serba ada. Metode ini terkait erat dengan jumlah penumpang dan besarnya area yang bisa di sewakan sehingga sulit diterapkan pada stasiun yang tidak banyak dinaiki penumpang dan/atau memiliki area sempit.



Sumber



dana lain adalah Corporate Social Responsibility (CSR) dimana perusahaan mengalokasikan dana



untuk



mewujudkan



tanggungjawab



sosial



dengan



menanggung



sebagian



dana



pembangunan atau operasional transportasi publik. 67



4. Pendanaan dari pengguna kendaraan pribadi



Parking charges adalah metode di mana infrastruktukur transportasi didanai oleh pengenaan biaya parkir yang dilakukan oleh sektor publik. Metode ini sudah diterapkan di daerah Sibiu, Romania serta Nottingham, Inggris. Penerapan di Sibiu berupa penerapan tarif parkir yang berbeda-beda di setiap bagian kota. Semakin dekat dengan pusat kota, maka semakin besar tarif yang dikenakan pada kendaraan yang parkir. Pada daerah pusat kota sendiri, tarif lebih besar 50% dibandingkan bagian kota lainnya. Keuntungan dari metode ini adalah mudah diatur untuk diterapkan serta metode ini juga membantu dalam mengatasi problem kemacetan yang ada karena dengan adanya pengenaan tarif ini, individu akan terdisinsentif untuk menggunakan kendaraan pribadi. Namun, kelemahan dari metode ini ialah penetapan tarif yang cenderung bisa underpricing, sehingga tarif tersebut tidak mampu mengurangi kemacetan, serta memberikan dampak yang signifikan dalam pembiayaan infrastruktur transportasi. Kelemahan ini bisa diatasi dengan mengomparasi tarif parkir dengan tarif bus, jika harga tarif parkir per jamnya lebih rendah daripada tarif bus, maka ada indikasi tarif parkir tersebut underpricing Kelemahan lainnya dari metode ini adalah area parkir yang terbatas sehingga jika pembiayaan infrastruktur hanya di topang oleh metode ini, maka pengembangan infrastruktur akan terhambat.



Road Pricing dan Congestion Charging mengenakan secara langsung tarif pada jalan-jalan tertentu pada pengguna jalan tersebut. Metode ini sendiri diklasifikasikan dalam 3 jenis model, yaitu: 1. Cordon Pricing, yaitu pengenaan tarif yang dibedakan berdasarkan waktu dan area tertentu 2. Time-Dependent Tolling, yaitu pengenaan tarif yang diimplementasikan pada jalan tertentu untuk mengurangi kepadatan dari area tertentu 3. Electronic Road Pricing (ERP), yaitu pengenaan tarif yang mampu dibedakan berdasarkan area, waktu, dan jenis kendaraan tertentu atau bahkan kendaraan tertentu di tempat tertentu. Bentuk ini menggunakan mesin teknologi tertentu sehingga memungkinkan untuk diferensiasi tarif hingga samapi jenis kendaraan tertentu. Metode ini digunakan di negara Singapura. Kelebihan dari metode ini ialah meningkatkan keamanan jalan, jaringan transportasi, serta megurangi kemacetan karena adanya disinsentif bagi pengguna jalan untuk menggunakan 68



kendaraan pribadi. Namun, kelemahan dari metode ini ialah sulitnya sosialisasi kepada pengguna jalan untuk bentuk Cordon Pricing serta Time-Dependent Tolling. Hal ini dikarenakan adanya diferensiasi tarif berdasarkan tempat dan waktu sehingga dibutuhkan sosialisasi yang meluas kepada masyarakat agar tidak terjadi kebingungan di antara individu. Untuk bentuk ERP, metode ini membutuhkan teknologi yang relatif maju untuk menerapkannya sehingga untuk negara-negara berkembang, penerapan inji cukup memakan biaya yang tinggi sehingga pemakaian bentuk ini dikhawatirkan tidak efisien. Pajak lisensi plat nomor dimana pemerintah lokal secara khusus menarik pajak dari penggunaan plat lisensi tertentu yang kemudian digunakan untuk membiayai transportasi publik. Metode ini sudah digunakkan di Shanghai, China, dan menghasilkan penerimaan hingga $ 14.000 per mobilnya. Dengan jumlah yang sangat tinggi ini, maka hasil dari pejak lisensi plat ini memungkinkan untuk dijadikan sebagai penerimaan utama dalam pembangunan infrastruktur transportasi publik. Dengan metode ini pula, tingkat kemacetan diperkirakan akan turun mengingat adanya disinsentif bagi individu untuk mendapatkan plat secara resmi. Namun demikian, metode ini mempunyai kelemahan, yaitu adanya arbitrase , yang dimaksud arbitrase di sini adalah timbulnya cenderung untuk mengganti plat nomor dari daerah lain yang pajak lisensi plat-nya lebih rendah



Pajak bahan bakar dan pajak kendaraan dikenakan kepada barang-barang yang dekat korelasinya dengan kemacetan. Metode ini hanya bisa diimplementasikan pada tingkatan nasional untuk mencegah adanya arbitrase yang mungkin terjadi. Metode ini bertujuan ganda, yaitu di satu sisi bertujuan untuk mengurangi konsumsi barang-barang seperti bahan bakar dan kendaraan sehingga kemacetan berkurang, serta di sisi lain bertujuan untuk menambah pendapatan yang akan digunakan untuk membangun infrastruktur transportasi. Metode ini sudah banyak diterapkan di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Kelebihannya adalah sulit dihindari karena bersifat secara langsung saat melakukan pembelian untuk konsumsi barangbarang tersebut. Namun, metode ini sulit diterapkan pada negara-negara yang sudah terlanjur menerapkan subsidi bahan bakar, karena akan memicu ketidakstabilan politik maupun sosial. Ketika Indonesia beberapa ali mencoba mengurangi subsidi bahan bakar selalu timbul penolakan dari masyarakat dan ketegangan politik. Pendanaan Off Balance Sheet



Availability payment adalah metode pendanaan dimana pemerintah tidak memiliki dana yang mencukupi untuk sepenuhnya membiayai, tingkat bunga obligasi relatif tinggi dan perusahaan 69



memiliki akses pada pendanaan. Sehingga pembangunan awal didanai oleh kontraktor dimana pemerintah memberikan pembayaran tahunan multi-year untuk menutupi biaya pembangunan. Seringkali yang dibutuhkan perusahaan untuk mendapatkan pendanaan adalah jaminan pemerintah (sovereign guarantee) bahwa bila terjadi kerugian maka cicilan akan ditanggung pemerintah. Pada sisi lain pemerintah tidak dengan mudah mengeluarkan jaminan ini karena kuatir pada resiko operasional dan kredibilitas kontraktor. Monorail Jakarta terkatung hampir 15 tahun karena pemerintah tidak mengeluarkan jaminan. Kedua metode ini tidak memerlukan kucuran dana dari APBN/D sehingga sering disebut off balance sheet funding. Pendanaan Stratejik Pendanaan



stratejik



menggabungkan



beberapa



metode



dengan



kombinasi



aset



(vertical/horizontal split), proyek (cross-sector package) atau mengkaitkan timbal balik obligai dengan kinerja keuangan melalui infrastructure fund/bond.



b. Skenario Pendanaan Pajak Kendaraan Baru Tabel 8.2 menyajikan simulasi bila penjualan mobil dikenakan 1 persen pajak tambahan yang di earmark untuk transportasi publik yang akan mengumpulkan dana sebear 2,8 trilyun rupiah. Dan bila diakumulasikan dalam 5 tahun, total potensi dana yang didapat mencapai 14 triliyun. Skema pajak ini ditujukan untuk pembelian mobil baru, dan telah diusulkan oleh Kadin pada acara Rapimnas Kadin di Palembang pada bulan November 2013. Tabel VIII-2 Simulasi Pajak Infrastruktur pada Penjualan Kendaraan Bermotor



No



Type



1 Sedan Type 2 4x2 Type



3 4x4 Type



Category



Sales Jan- Sept 2013



Sales 2013*



Harga per unit (RP.Juta)**



Total (Rp.Juta)



CC ≤ 1500



15,014



18,768



250



4,691,875



1501 ≤ CC ≤ 3000



12,328



15,410



500



7,705,000



CC ≥ 3001



280



350



1,000



350,000



CC ≤ 1500



493,623



617,029



170



104,894,887.5



1501 ≤ CC ≤ 2500



112,864



141,080



250



35,270,000



2501 ≤ CC ≤ 3000



2,153



2,691



400



1,076,500



CC ≥ 3001



170



213



800



170,000



CC ≤ 1500



tad



tad



tad



tad



1501 ≤ CC ≤ 3000



3,424



4,280



500



2,140,000



CC ≥ 3001



1,245



1,556



800



1,245,000
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No



Type



4 Bus 5 Pick up/Truck



6



7



Double cabin 4x2 / 4x4 Affordable Energy Saving cars 4 X 2



Category



Sales Jan- Sept 2013



Sales 2013*



Harga per unit (RP.Juta)**



Total (Rp.Juta)



GVW 5 -10 Ton



1,313



1,641



500



820,625



GVW 10 - 24 Ton



1,646



2,058



1,000



2,057,500



GVW > 24 Ton



tad



tad



tad



tad



GVW < 5 Ton



137,097



171,371



200



34,274,250



GVW < 5 - 10 Ton



82,935



103,669



500



51,834,375



GVW 10 -24 Ton



7,528



9,410



800



7,528,000



GVW > 24 Ton



14,984



18,730



1,200



22,476,000



GVW < 5 Ton for all CC



13,166



16,458



400



6,583,000



CC≤ 1200



8,509



10,636



120



1,276,350



CC ≤ 1500



tad



tad



tad



tad



Total



1,135,349



Total Penjualan



284,393,362



Pajak Kendaraan Baru



2,843,933



Road Pricing Peraturan Pemerintah No 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas mengatur pungutan atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, kawasan tertentu pada waktu tertentu, dan tingkat kepadatan tertentu. Peraturan ini menfasilitasi pemerintah kota untuk dapat menerapkan Electronic Road Pricing. Potensi pendapatan dari skema kebijakan cukup besar. Gambar VIII.1 dibawah ini memperlihatkan perkiraan pendapatan ERP per tahun mencapai 1 tiliyun, atau 5 trilyun dalam 5 tahun. Penelitian memperkirakan ERP akan mencapai fase BEP ( Break Event Point) setelah 7 tahun setelah implementasi. Namun kendala yang dihadapi adalah sistem registrasi kendaraan dari pihak kepolisian yang belum kompherensif.
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Sumber: Prayudyanto, 2007 Gambar VIII-1 Potensi Pendapatan dari ERP



Retribusi Parkir Selain usulan pajak kendaraan mobil baru, terdapat berbagai potensi pendanaan yang dapat digali khususnya dari sumber masyarakat. Pendapatan dari parkir di Jakarta pada tahun 2013 mencapai 250 miliar rupiah dan target pendapatan pajak kendaraan bermotor mencapai 5,1 trilyun rupiah pada tahun 2014.



Optimalisasi administrasi dan teknologi yang diikuti kenaikan



tarif secara progresif akan meningkatkan pendapatan secara signifikan. Optimasi ini diperlukan untuk menekan kebocoran (leakage). Sebagai contoh, Kota Palembang mempunyai target pendapatan parkir sebesar 11 miliar pada tahun 2013. Angka ini meningkat sebesar 100% dari total pendapatan tahun sebelumnya. Target ini dibuat atas dasar cukup besarnya perkiraan kebocoran dari pendapatan sektor parkir, sehingga langkah-langkah optimasi sistem parkir berbasis TDM perlu diterapkan. Peran swasta perlu diperluas lagi, seperti yang diterapkan di pasar 16 ilir. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta telah menemukan dugaan kebocoran pendapatan parkir sampai 300%. Total pendapatan pajak parkir Pemprov DKI Jakarta hanya sebesar 16 miliar per tahun. Potensi sebenarnya bisa mencapai 77 miliar per tahun 1. Sedangkan pendapatan parkir yang dikelola langsung oleh Pemprov DKI Jakarta sebesar 35 miliar, dan perkiraan nilai kerugian bisa mencapai 92 miliar. Sehingga total nilai kerugian bisa mencapai 118 miliar per tahun.



1



http://megapolitan.kompas.com/read/2012/10/10/22292220/Pengelola.Parkir.Jakarta.Berutang.kepada.Pemda



72



Penerapan reformasi parkir berdasarkan konsep TDM harus segera diterapkan minimal di 17 kota metropolitan. Estimasi kasar menunjukan nilai kenaikan PAD dari sektor parkir mereka bisa mencapai 100%, setara dengan 216 miliar per tahun. Sukuk Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menerbitkan sukuk senilai Rp 3 triliun untuk mendanai proyek jalur kereta api dwitunggal (double double track /DDT) Manggarai-Cikarang. Biaya pembangunan DDT Manggarai-Cikarang mencapai Rp 8,3 triliun dan dana sebesar Rp 3 triliun di antaranya diharapkan berasal dari penerbitan sukuk Untuk sukuk digunakan proyeksi konservatif bahwa



mendapatkan sepertiga pembangunan DDT Manggarai-Cikarang sehingga



potensi dana yang bisa dimanfaatkan sebesar 1 Triliyun. Tabel VIII-3 Potensi Crative Financing Bermotor



No 1 2 3 5 6



Instrumen Pajak Kendaraan Baru Road Pricing Pajak kendaraan Bermotor Parkir Sukuk Total



Nilai setahun (miliar rupiah) 2844 1044 510 216 1000 6673



Nilai 2015-2019 (miliar rupiah) 14220 5220 2550 1080 5000 28070



Tabel VIII.3 merangkum total dana potensi dari skema cretife financing. Walaupun pendanaan creative sudah ditingkatkan masih terdapat selisih pendanaan sebesar 24,5 Triliun yang masih belum tertutup. Mengingat transportasi perkotaan menyangkut hajat hidup orang banyak dan dampak negatifnya bila tidak diituntaskan bersifat eksplosif dan menyerupai deret ukur pemerintah perlu turun tangan dan menyediakan pembiayaannya sehingga total pembiayaan dari pemerintah menjadi 64,7 Triliun seperti tabel di VIII.4. berikut Tabel VIII-4 Komposisi Final Pembiayaan dan Sumbernya



Sumber Pembiayaan Pemerintah (APBN, APBD, Pinjaman)



Anggaran (T) 64.7 18.6 12.7 3.4



BUMN KPS Off Balance Sheet Creative Financing



28.0



Total



127,4 73



Referensi ADB and ADBI, Infrastructure for a Seamless Asia, Manila. (2009) Badan Pusat Statisik. Satistik Indonesia 2012, Agustus 2012. Bappenas (2013) Bahan Lokakarya III RPJMN Transportasi 2015-2019, Jakarta 23 Oktober 2013. Bappenas (2013) Paparan Background Study
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